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KKST 2025

Upaya BI Sulteng Dorong UMKM  
Berdaya Saing dan Mendunia

ACARA Pembukaan KKST 2025 
dengan prosesi pemukulan gim-
ba, Rabu (15/10/2025). FOTO: IST

SULTENG RAYA
- Kantor Perwaki-

lan Bank Indonesia 
(KPw BI) Provinsi 
Sulawesi Tengah 
kembali menye-

lenggarakan Karya 
Kreatif Sulawesi 
Tengah (KKST) 

2025, sebuah fl ag-
ship event tahunan 
yang berfokus pada 

pemberdayaan 
Usaha Mikro, Ke-

cil, dan Menengah 
(UMKM) melalui 

pameran, workshop, 
serta perluasan ak-

ses pembiayaan.

Mengusung tema "Men-
dorong Komoditas Unggu-
lan: UMKM Tangguh, Ber-
daya Saing, dan Mendunia," 
kegiatan ini menjadi wujud 
nyata komitmen Bank Indo-
nesia dalam memperkuat 
daya saing dan keberlan-
jutan UMKM agar mampu 
menembus pasar nasional 
maupun global.

Rangkaian kegiatan KKST 
2025 dilaksanakan pada 15-
19 Oktober 2025 dan berpu-
sat di Sriti Convention Hall 
serta Palu Grand Mall, den-
gan menghadirkan beragam 
kegiatan inspiratif dan edu-
katif yang melibatkan berba-
gai pemangku kepentingan 
dari sektor pemerintah, lem-
baga keuangan, dan pelaku 
usaha daerah.

Pembukaan kegiatan 
KKST 2025 dihadiri oleh 
Anggota Komisi XI DPR 
RI Muhidin M Said, Deputi 
Gubernur Senior Bank In-
donesia Destry Damayanti, 
Gubernur Sulteng Anwar 
Hafid, serta Forkopimda.

Kepala Perwakilan BI 
Sulteng, Muhamad Irfan 
Sukarna mengatakan, KKST 
2025 merupakan bagian dari 
Strategic Regional Program 
(SRP) dan terintegrasi den-
gan Karya Kreatif Indonesia 
(KKI), platform nasional 
Bank Indonesia dalam men-
dukung pengembangan 
UMKM dan ekonomi kreatif 
di seluruh Indonesia. 

“Penyelenggaraan tahun 
ini dilaksanakan secara kola-
boratif bersama Pemerintah 
Daerah serta seluruh mitra 
strategis Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi 
Sulawesi Tengah, sebagai 
bentuk sinergi untuk mem-
perkuat ekosistem ekonomi 
daerah,” katanya.

Fashion Show karya desainer binaan KPwBI Sulawesi Tengah.

Seminar UMKM Ekspor dan Perluasan Digitalisasi di Kawasan Timur Indonesia.

Talkshow Akselerasi Keuangan Digital Workshop Arti� cial Intelligence (Al)
untuk pengembangan kapasitas pelaku usaha.

Talkshow Pengembangan Kopi dan Pariwisata dalam rangka
Sulteng Co� ee Fest 2025.

Business Matching antara UMKM dan lembaga keuangan.

Kegiatan Fun Run 5K.

rangkaian kegiatan KKST 2025

Wagub Sulteng: Cegah 
HIV/AIDS, Hindari 
Pergaulan Bebas

DARI BHAYANGKARA KE DOKTOR 
Kapolres Parigi 

Moutong Raih Gelar 
Tertinggi di Unhas

SULTENG RAYA - Seri 
ke-5 Asia Road Racing 
Championship (ARRC) te-
lah berlangsung di sirkuit 
Sepang Malaysia, 10-12 Ok-
tober 2025. Tim Yamaha 
Racing Indonesia sukses 
mendapatkan double po-
dium dan memperbaiki  
performa pada putaran ini. 
Kali ini melalui Candra 
Hermawan dan Muhammad 

Fadhil Musyavi yang  tampil 
bersinar di kelas AP250.

Penampilan apik diperli-
hatkan Candra Hermawan 
dan Muhammad Fadhil 
Musyavi yang berhasil naik 
podium 1 dan 3. Hasil luar 
biasa di kelas AP250 ini 
diperoleh untuk pertama 
kalinya oleh tim Yamaha 
Racing Indonesia di musim 
ARRC 2025. 

Sebelumnya di seri Man-
dalika, double podium per-
dana di kelas SS600 terukir 
dalam sejarah keikutsertaan 
tim Yamaha Racing Indone-
sia di ARRC. 

Menyambangi Sepang 
dengan optimis mampu 
bangkit lagi, duo tim Yama-
ha Racing Indonesia yang 

TIM RACING 
Yamaha 
Indonesia saat 
naik podium 
Seri ke-5 Asia 
Road Racing 
Championship 
telah 
berlangsung di 
sirkuit Sepang 
Malaysia, 10-12 
Oktober 2025. 
FOTO : YAMAHA 
INDONESIA

WAGUB Reny A. Lamadjido membuka acara peningkatan ka-
pasitas OSIS dan Pramuka tingkat SMA/SMK se Kota Palu da-
lam rangka penanggulangan HIV/AIDS, Kamis (16/10/2025). 
FOTO: BIRO ADPIM

HENDRAWAN Agustian Nugraha memaparkan hasil diser-
tasinya dihadapan para penguji di aula Prof. Syukur Abdul-
lah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasa-
nuddin (FISIP Unhas), Kamis (16/10/2025). FOTO: IST

SULTENG RAYA — Suasana hangat bercampur 
haru menyelimuti Aula Prof. Syukur Abdullah, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin (FISIP Unhas), Kamis, 16 Oktober 2025.
Dihadapan para guru besar dan penguji, AKBP 
Hendrawan Agustian Nugraha yang saat ini men-
jabat sebagai Kapolres Parigi Moutong resmi me-
nyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik, 
menorehkan prestasi akademik yang membang-
gakan bagi jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

Perwira menengah kelahiran Subang ini bukan 
hanya tampil percaya diri saat memaparkan hasil 

SULTENG RAYA - Wagub Sulteng, dr. Reny A. 
Lamadjido berharap pelajar SMA/SMK se Kota 
Palu menjadi pelopor pencegahan HIV/AIDS di 
kalangan generasi muda.

Demikian harapan wagub saat membuka acara 
peningkatan kapasitas OSIS dan Pramuka tingkat 
SMA/SMK se Kota Palu dalam rangka penang-
gulangan HIV/AIDS di Kantor Dinas Kesehatan 
Sulteng, Kamis (16/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Wagub Reny mengin-
struksikan para guru pendamping memberikan 
ruang bagi pelajar, peserta kegiatan ini untuk 
berbagi pengetahuan dengan teman-teman sebaya 
di sekolah.

MENUJU KOTA PALU INKLUSIF

Sikola Mombine Bahas 
Implementasi Perda

No. 10 Tahun 2023

ARRC SEPANG 

Rookie Tim Yamaha Racing 
Indonesia Raih Double Podium

SEMINAR implementasi  Perda Disabilitas Kota Palu yang dilaksanakan oleh Sikola Mombine, Kamis 
(16/10/2025). FOTO: IRWAN

SULTENG RAYA - Ya-
yasan Sikola Mombine me-
laksanakan seminar daerah 
yang bertema “Peluang 

dan Tantangan Implemen-
tasi Perda No. 10 tahun 
2023 dalam Mewujudkan 
Kota Palu yang Inklusif” 

di Hotel Swissbell, Kamis 
(16/10/2025).

■ Baca SIKOLA... Hal. 7
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SULTENG RAYA – Tim Jaguar 
Tadulako Sat Samapta Polresta Palu 
bergerak cepat menindaklanjuti lapo-
ran warga tentang adanya tawuran 
antarremaja di Jalan Veteran, Rabu 
(15/10/2025) malam atau sekira pu-
kul 19.00 Wita. Tim yang dipimpin 
Danru 2, Aipda I Gede Swantara, 
bersama anggota langsung menuju 
lokasi kejadian dan mendapati se-
kelompok remaja geng motor telah 
dikerumuni warga setempat di se-
buah kos-kosan.

Dari hasil pemeriksaan di tempat 
kejadian perkara, petugas berhasil 
mengamankan 8 remaja yang di-
duga terlibat dalam tawuran antar 
geng motor Batavea dan Baltex, atau 
dikenal dengan sebutan Pasukan 
Kota Palu.

Para pelaku masing-masing beri-
nisial PK (14), F (17), R (16), A (17), 
S (13), R(14), D(17), dan APB (16). 

Para remaja ini berasal dari berbagai 
wilayah, seperti Tondo Teluk Raya, 
Jalan Veteran, Jala Sungai Manonda, 
BTN Lasoani Bawah, Jalan Towua, 
hingga Jalan Tg. Harapan.

Selain mengamankan para pela-
ku, petugas juga menemukan se-
jumlah barang bukti yang diguna-
kan dalam aksi tawuran tersebut. 
Diantaranya lima unit handphone, 
satu bilah celurit, satu gunting, satu 
alat gerinda, dua katapel, serta se-
puluh mata busur. Seluruh barang 
bukti beserta delapan remaja terse-
but langsung dibawa ke Mako Pol-
resta Palu dan diserahkan kepada 
piket Reserse untuk pemeriksaan 
lebih lanjut.

Kasat Samapta Polresta Palu, AKP 
Fadli, S.H., menegaskan tindakan 
tegas akan diberikan terhadap para 
remaja yang kedapatan membawa 
senjata tajam maupun busur.  

“Bagi remaja yang membawa sa-
jam, termasuk busur, akan diproses 
pidananya sesuai aturan hukum 
yang berlaku,” tegasnya.

Fadly menegaskan, pihak kepolisi-
an tidak akan mentolerir aksi tawu-
ran yang meresahkan masyarakat. 
“Tawuran antargeng motor tidak 
akan kami biarkan. Tim Jaguar Tadu-
lako akan terus berpatroli dan menja-
min keamanan warga,”ujarnya.

Kapolresta juga mengimbau agar 
masyarakat dan pihak sekolah turut 
aktif dalam mencegah kenakalan re-
maja. “Kami harap peran serta warga 
dan pihak sekolah sangat diperlukan 
untuk mencegah aksi kekerasan di 
kalangan pelajar,”jelasnya.

Situasi selama kegiatan berlangs-
ung aman dan terkendali, serta 
mendapat apresiasi dari masyarakat 
sekitar yang turut membantu aparat 
menenangkan situasi. AMR

SULTENG RAYA - Kapolres Sigi 
AKBP Kari Amsah Ritonga, S.H., 
S.I.K., M.H., didampingi Ketua Bha-
yangkari Cabang Sigi, Ayu Ritonga, 
menghadiri pembukaan Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-IX Ting-
kat Kabupaten Sigi yang berlangsung 
di Lapangan Sepak Bola Desa Bora, 
Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten 
Sigi, Rabu(15/10/2025) malam.

Kegiatan yang dibuka secara res-
mi Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, 
S.Sos., M.Si., tersebut berlangsung 
meriah dan mendapat sambutan 
antusias dari masyarakat. Ratusan 
warga turut hadir memadati lokasi 
acara untuk menyaksikan pem-
bukaan MTQ yang diikuti oleh 16 
kecamatan se-Kabupaten Sigi.

MTQ ke-IX tahun ini mengusung 
tema “Dengan Semangat MTQ ke-

IX, Kita Bumikan Al-Qur’an, Mem-
bangun Akhlak, dan Meneguhkan 
Peradaban Umat.”

Dalam kesempatan tersebut, Ka-
polres Sigi menyampaikan apresiasi 
atas terselenggaranya kegiatan kea-
gamaan tersebut, serta menegaskan 
dukungan Polri terhadap setiap kegi-
atan positif yang dapat memperkuat 
nilai-nilai keimanan dan persauda-
raan di tengah-tengah masyarakat.

“Kegiatan MTQ ini bukan hanya 
ajang kompetisi membaca Al-Qur’an, 
tetapi juga sarana untuk menumbuh-
kan kecintaan masyarakat terhadap 
Al-Qur’an, memperkuat akhlak, 
dan mempererat tali silaturahmi 
antar warga, serta dapat memahami 
Keuniversalan pesan Al Qur’an yang 
terletak pada kemampuannya untuk 
mengartikulasikan prinsip-prinsip 

dasar kemanusiaan seperti keadilan, 
kasih sayang, kejujuran, kebebasan 
dan tanggung jawab, yang tetap re-
levan hingga saat ini,”ucap Kapolres.

“Semoga kegiatan ini membawa 
keberkahan bagi Kabupaten Sigi 
dan semakin memperkokoh persa-
tuan serta keimanan kita semua,” 
tambahnya.

Kehadiran Kapolres Sigi bersama 
jajaran Bhayangkari menunjukkan 
dukungan Polri terhadap program 
pemerintah daerah di bidang keaga-
maan, sekaligus mempererat sinergi 
antara aparat kepolisian, pemerintah, 
dan masyarakat. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri 
sejumlah pejabat Forkopimda Ka-
bupaten Sigi, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, serta para kontingen dan 
kafilah dari seluruh kecamatan. AMR

SULTENG RAYA – Sat-
gas II Preemtif Operasi Ma-
dago Raya terus memper-
kuat hubungan kemitraan 
dengan masyarakat di wi-
layah operasi khususnya 
Kabupaten Poso, pada Rabu 
(15/10/2025).

Kanit Binmas Polsek Poso 
Pesisir, Ipda Ramlin, me-
laksanakan kegiatan sam-
bang dan silaturahmi ke 
rumah salah satu tokoh 
masyarakat di Desa To-
korondo, Kecamatan Poso 
Pesisir, Kabupaten Poso.

Kegiatan tersebut me-
rupakan bagian dari upaya 
Polri melalui Operasi Ma-
dago Raya dalam menjaga 
stabilitas keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kam-
tibmas), sekaligus mempe-
rerat komunikasi dengan 
tokoh-tokoh masyarakat di 
lingkungan sekitarnya.

Ramlin menyampaikan 
pesan kamtibmas agar 
masyarakat tetap waspada 

terhadap berbagai isu pro-
vokatif yang dapat meng-
ganggu keharmonisan so-
sial. Ia mengimbau warga 
untuk tidak mudah terpen-
garuh berita bohong (hoaks), 
ujaran kebencian, serta isu 
SARA yang dapat memecah 
belah persatuan dan kesatu-
an bangsa.

“Silaturahmi dan persau-
daraan harus dijaga. Jangan 
sampai karena informasi 
yang belum tentu benar, kita 
jadi saling bermusuhan,”u-
jar Ramlin di hadapan tokoh 
masyarakat setempat.

Selain menyampaikan 
pesan kamtibmas, Ramlin 
juga memberikan pemaha-
man tentang pentingnya 
menanamkan nilai-nilai per-
satuan, cinta tanah air, dan 
wawasan kebangsaan, teru-
tama kepada generasi muda 
agar tidak mudah terpengar-
uh oleh paham-paham yang 
dapat mengancam keutuhan 
bangsa.

Sementara, Ahmad, sela-
ku tokoh masyarakat Desa 
Tokorondo, menyambut 
baik kegiatan sambang 
tersebut. Ia mengapresiasi 
upaya Satgas Madago Raya 
yang terus hadir di tengah 
masyarakat dan menjaga 
komunikasi yang baik den-
gan warga.

“Kami mengapresiasi 
upaya satgas madago raya 
yang terus hadir di tengah 
masyarakat dalam membe-
rikan rasa aman serta men-
jaga komunikasi yang baik 
dengan warga,” ungkapnya.

Melalui kegiatan sambang 
dan silaturahmi ini, diharap-
kan hubungan kemitraan 
antara Polri dan masyara-
kat dapat semakin kuat. 
Sinergi tersebut menjadi 
kunci dalam menjaga situasi 
kamtibmas yang aman dan 
kondusif, sekaligus mendu-
kung keberhasilan Operasi 
Madago Raya di Sulawesi 
Tengah. AMR

SULTENG RAYA - Kepala Ke-
jaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi 
Tengah, Nuzul Rahmat, S.H., M.H 
didampingi Aspidsus Andi Panca 
Sakti, SH. MH, Koordinator Erwin 
Juma, SH. MH, Kasi Ekonomi dan 
Keuangan Filemon Ketaren, S.H., 
M.H serta Kasi Penerangan Hukum 
La Ode Abd. Sofian, S.H., M.H me-
nerima kunjungan audiensi Kepala 
Pusat Polisi Militer Angkatan Darat 
(Danpuspomad) Mayjen TNI Eka 
Wijaya Permana, S.H. beserta rom-
bongan di Ruang Kerja Kajati Sula-
wesi Tengah, Rabu (15/10/2025). 

Kunjungan tersebut merupakan 
bagian dari rangkaian kegiatan 
kerja Danpuspomad di wilayah 
Kodam XXIII/Palaka Wira, khusus-
nya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Audiensi yang berlangsung 
dalam suasana hangat dan penuh 
keakraban, bertujuan mempererat 
hubungan silaturahmi sekaligus 
memperkuat koordinasi antarlem-
baga penegak hukum.

Dalam kesempatan tersebut, 
Kajati menyampaikan apresiasi 

atas kunjungan Danpuspomad dan 
rombongan. Kedua pihak tampak 
berdiskusi santai, saling bertukar 
informasi dan pandangan terkait 
isu-isu aktual di lingkungan kerja 
masing-masing. 

“Terima kasih atau kunjungan 
silaturahmi ini, semoga kebersa-
maan ini akan terus terjaga dan kita 
senantiasa bersinergi serta selalu 
solid dalam membangun daerah 
ini,”kata Kajati. 

Melalui momentum ini, Kejati 
Sulteng menunjukkan komitmen-
nya sebagai institusi yang profesi-
onal dan terbuka terhadap sinergi 
lintas sektor demi kepentingan 
bangsa dan masyarakat.

Hadir dalam audiensi tersebut 
pejabat pendamping DanPuspo-
mad yaitu, Brigjen TNI Rahmat 
Sapari,S.IP. (Irpuspomad), Kolonel 
CPM Daniel Prakoso, S.I.P (Dir-
puspomad), Kolonel CPM Indra 
Jaya, S.E., M.E (Danpomdam XXI-
II/Palakawira) dan Letkol CPM 
Choirul Umam, S.H. (Dandenpom 
XIII/2). AMR

Danpuspomad 
Tatap Muka Dengan 

Kajati Sulteng

PERSONEL Satgas Preemtif, saat menyambangi tokoh masyarakat di Desa Tokorondo, Rabu 
(15/10/2025). FOTO: DOK.SATGAS

Tokoh Masyarakat 
Tokorondo Diajak 

Waspadai Isu Provokatif 

SEKELOMPOK remaja yang terlibat geng motor, saat diamankan bersama barang bukti di Mapolresta Palu, Rabu (15/10/2025) 
malam. FOTO: IST

Remaja Geng 
Motor Dikepung 
Warga di Kos-kosan 

KAPOLRES Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, saat menghadiri pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten Sigi yang berlangsung di 
Lapangan Sepak Bola Desa Bora, Rabu (15/10/2025) malam. FOTO: HUMAS POLRES SIGI

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat, S.H., M.H, 
saat menerima kunjungan silturahmi Danpuspomad, Mayjen TNI Eka Wijaya Per-
mana, S.H. beserta rombongan di ruang kerja Kajati, Rabu (15/10/2025). FOTO: 

PENKUM KEJATI SULTENG

HADIRI PEMBUKAAN MTQ

Kapolres Sigi Ajak 
Masyarakat Jaga Persaudaraan
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SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
memberikan layanan gra-
tis saat anak binaan bebas 
melalui inovasi M-Labean 
(Mobil Layanan Bebas Anak 
Binaan). 

Inovasi ini merupakan 
hadiah untuk anak binaan 
yang bertujuan untuk mem-
permudah proses adminis-
trasi pengiriman anak bin-
aan yang telah memenuhi 
syarat, serta memberikan 
solusi transportasi bagi me-
reka yang tidak memiliki 
keluarga untuk menjemput.

Anak binaan DO yang 
m e n d a p a t k a n  p e m b e -
basan bersyarat pada Senin 
(13/10/2025), diantar langs-
ung oleh Kepala Seksi Pen-
gawasan dan Penegakkan 

Disiplin, Jemmy, bersama 
staf Pengawasan dan staf 
Pembinaan. 

Bagi pihak LPKA Palu, 
proses ini bukan hanya se-
kedar pemulangan fisik, 
melainkan juga simbol du-
kungan agar anak binaan 
dapat memulai lembaran 
baru bersama keluarga.

Kepala LPKA Palu, Welli, 
mengatakan bahwa Inovasi 
M-Labean hadir sebagai ha-
diah dari LPKA Palu dalam 
memberikan layanan yang 
responsif, efisien, dan fo-
kus pada kebutuhan anak 
binaan. 

LPKA Palu akan terus 
berupaya menghadirkan 
inovasi-inovasi yang men-
dukung tercapainya pela-
tihan yang optimal serta 
memberikan dampak positif 

bagi anak binaan dan masy-
arakat. 

“Layanan  M-Labean 
dirancang sebagai bagian 
dari program pascapembi-
naan yang membantu anak 
binaan kembali berkumpul 
bersama keluarga tanpa 
terbebani kendala biaya. 
Layanan gratis ini hadir 
sebagai hadiah untuk setiap 
anak binaan yang bebas. 
Kami menyadari tidak se-
mua anak memiliki keluarga 
yang mampu menjemput 
atau menyediakan biaya 
transportasi,” ujar Welli.

Inovasi ini juga mendapat 
apresiasi baik dari Kepala 
Kantor Wilayah (Kakan-
wil) Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas) 
Sulawesi Tengah (Sulteng), 
Bagus Kurniawan. Dirinya 

menyampaikan apresiasi 
atas kerja keras petugas 
LPKA Palu dalam membi-
na anak-anak binaan hing-
ga siap reintegrasi dengan 
masyarakat.

"Teruslah menjadi petu-
gas pemasyarakatan yang 
selalu berdampak bagi se-
luruh anak binaan. Saya 
mengapresiasi kerja nyata 
dari LPKA Palu yang den-
gan tepat waktu membe-
rikan hak Integrasi serta 
mengantar pulang anak ter-
sebut dengan menjalankan 
program M-Labean. Semoga 
semua petugas pemasyara-
katan dapat menjadi garda 
terdepan mempersiapkan 
anak binaan untuk kemba-
li ke masyarakat menjadi 
manusia yang taat hukum," 
harap Kakanwil Bagus.*/YAT

KEPALA Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin, Jemmy, bersama staf Pengawasan dan staf 
Pembinaan, saat berpose bersama anak binaan yang bebas yang selanjutnya diantar pulang meng-
gunakan Mobil Layanan Bebas Anak Binaan, Senin (13/10/2025). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Hadirkan M-Labean untuk Anak Binaan Bebas

“Bahwa kami menolak 
dan membantah dengan 
tegas seluruh dalil Somasi 
Pondok Pesantren yang 
mengklaim telah terjadi 
penyelesaian damai pada 
12 dan 16 Agustus 2025. 
Faktanya, tidak pernah ada 
kesepakatan damai yang 
substantif dan mengikat 
secara hukum,” kata M. 
Wijaya S., S.H., M.H mel-
alui rilisnya yang diterima 
Sulteng Raya pada Rabu 
(15/10/2025). Klaim perda-
maian itu kata Jaya sapaan 
akrabnya, dipandangnya 
sebagai ilusi penyelesaian 
masalah (illusory settle-
ment) dan defectus sub-
stantiae atau cacat substansi 
yang secara nyata bertujuan 
mengeliminasi tanggung 
jawab institusional. 

“ L e b i h  j a u h ,  k a m i 
menolak ancaman tuntutan 
Pidana UU ITE dan prose-
dur penyelesaian Somasi 
yang tidak transparan yang 
bertentangan dengan Asas 
Kepastian Hukum (Begin-
sel van Rechtszekerheid),” 
tegas Jaya.

Selain itu, Advokat Jaya 
selaku Kuasa Hukum dari 
Nur Rabiathul Adawiah W, 
orang tua dari anak Nuant 
Chandra Askari, menilai So-
masi itu adalah tindakan in-

M. Wijaya S., S.H., M.H bersama Eko Agung, S.H. FOTO: DOK 
KANTOR HUKUM JAYA & JAYA LAW FIRM

Kantor Hukum JAYA & JAYA 
LAW FIRM Tolak dan Bantah 

Somasi Ponpes Baabul Khair Poso
SULTENG RAYA 
– Advokat M. Wij-
aya S., S.H., M.H 
bersama Eko Agung, 
S.H, yang bernaung 
di Kantor Hukum 
JAYA & JAYA LAW 
FIRM yang berke-
dudukan di Kota 
Palu, menolak dan 
membantah secara 
tegas Somasi (Teg-
uran Hukum) dari 
Pimpinan Pondok 
Pesantren (Ponpes) 
Baabul Khair Poso, 
tertanggal 9 Oktober 
2025.

timidasi hukum (menacing) 
yang berupaya melakukan 
kriminalisasi (kriminalise-
ring) terhadap orang tua 
korban.

“Sangat disayangkan, so-
sok ikon Pimpinan Pondok 
Pesantren yang seharusnya 
mengedepankan kebijaksa-
naan, mencari jalan keluar, 
dan solusi yang beretika atas 
permasalahan kekerasan 
yang menimpa santrinya, 
justru memilih untuk me-
layangkan Somasi kepada 
klien kami dengan anca-
man pidana dan gugatan 
perdata. Tindakan ini tidak 
sepantasnya dilakukan dan 
mengindikasikan pengabai-
an terhadap nilai-nilai edu-
kasi,” kata Jaya didampingi 
Eko, Rabu (15/10/2025).

 Jaya menegaskan, sebagai 
respon aktif terhadap inti-
midasi itu, dirinya bersama 
rekannya Eko Agung telah 
mendatangi dan berkoordi-
nasi dengan pihak Kepolisi-
an Resor (Polres) Poso pada 
Rabu (15/10/2025), untuk 
memastikan proses hukum 
terhadap laporan penga-
duan kliennya itu dapat 
berjalan efektif. 

“Tindakan klien kami 
adalah manifestasi dari pe-
laksanaan Parental Duty dan 
hak konstitusional (ius con-
stituendi) untuk mendapat-
kan perlindungan hukum. 
Kami mempercayakan se-
penuhnya kasus ini kepada 
pihak Kepolisian, berlandas-
kan prinsip Asas Keadilan 

(Rechtvaardigheidsbeginsel) 
dan profesionalisme aparat 
penegak hukum,” jelas Jaya.

Jaya menegaskan, telah 
memberikan Peringatan 
Hukum Balik kepada Pim-
pinan Pondok Pesantren 
Baabul Khair Poso dengan 
menuntut Accountability In-
stitusi. Menurutnya, Pondok 
Pesantren terikat pada Asas 
In Loco Parentis yang me-
wajibkannya menjamin per-
lindungan santri. Somasi 
yang dilayangkan pimpinan 
pondok pesantern secara 
tegas menunjukkan indikasi 
adanya kelalaian (negligen-
ce) institusional dan penola-
kan pertanggungjawaban 
(accountability).

“Oleh karenanya, kami 
menegaskan kesiapan untuk 
menempuh jalur hukum 
secara komprehensif yakni 
mendukung proses Pidana 
yang sedang diusut Polres 
Poso dan mengajukan Gu-
gatan Perdata Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrecht-
matige Daad) berdasarkan 
Pasal 1365 KUHPerdata 
untuk menuntut ganti rugi 
dan pemulihan nama baik 
(Restitutio In Integrum) bagi 
anak korban,” tegasnya.

Selain itu, Jaya juga telah 
menembuskan Jawaban So-
masi tersebut kepada Men-
teri Agama RI c.q. Direktur 
Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren, KPAI, 
DPR RI Komisi VIII, dan 
seluruh aparat pengawas 
terkait.*/YAT

SULTENG RAYA - Kasat 
Narkoba Polres Banggai, 
AKP Hasanuddin Hamid, 
menjadi narasumber dalam 
seminar pencegahan dan 
penanggulangan kekerasan 
di lingkungan sekolah, di 
salah satu hotel di Luwuk, 
Selasa (7/10/2025).

Dalam materinya, Kasat 
Narkoba mengatakan, pihak 
kepolisian sangat mendu-
kung terciptanya lingkun-

gan kampus yang aman, se-
hat dan bebas dari berbagai 
bentuk pelanggaran hukum. 

“Para guru dalam sat-
gas perlu mendapat bekal 
mengenai bahaya narko-
ba, kekerasan, hingga pe-
rundungan. Sekolah harus 
menjadi ruang yang sehat, 
bebas dari kekerasan dan 
perilaku menyimpang,” kata 
Hasanuddin.

Selanjutnya, Kasat Nar-

SULTENG RAYA - Satgas 
II Preemtif Operasi Madago 
Raya melalui Kapolsek Poso 
Pesisir Utara (PPU), Iptu 
Kurniadi, melaksanakan ke-
giatan imbauan kamtibmas 
kepada masyarakat Desa 
Membuke, Kecamatan Poso 
Pesisir Utara, Kabupaten 
Poso, Kamis (16/10/2025). 

Kegiatan tersebut ber-
langsung di Aula Pantai 
Manui Desa Membuke dan 
dihadiri oleh Camat Poso 
Pesisir Utara, Kepala Desa 
Membuke, Ketua BPD, Ba-
binsa, Bhabinkamtibmas, 
serta para tokoh masyarakat, 
petani, dan warga setempat.

Dalam kegiatan itu, Iptu 
Kurniadi mendukung upa-
ya pemerintah desa dalam 
penertiban hewan ternak. 
Selain itu, ia juga mengajak 
masyarakat untuk bersa-
ma-sama menjaga situasi 
kamtibmas agar tetap aman 

dan kondusif. 
Ia menekankan penting-

nya peran seluruh elemen 
masyarakat dalam mence-
gah segala bentuk gangguan 
kamtibmas di lingkungan 
sekitar, termasuk bahaya 
penyebaran radikalisme 
dan intoleransi. “Radikalis-
me dan intoleransi dapat 
merusak tatanan kehidupan 
masyarakat. Karena itu, 
kami mengimbau seluruh 
warga agar tidak mudah 
terpengaruh ajakan atau 
paham yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kebangs-
aan,” ujar Iptu Kurniadi.

Kapolsek PPU juga men-
gingatkan masyarakat agar 
lebih bijak dalam menyikapi 
informasi di media sosial. 
Ia menegaskan pentingnya 
memverifikasi kebenaran 
informasi sebelum menye-
barkannya agar tidak men-
jadi bagian dari penyebaran 

berita bohong atau hoaks 
yang bisa memicu keresahan 
di masyarakat.

Selain itu, Iptu Kurniadi 
mengajak warga untuk te-
rus memperkuat semangat 
kebersamaan dan saling 
menghormati perbedaan 
pendapat maupun keyaki-
nan. Menurutnya, kehar-
monisan antar warga me-
rupakan kunci utama dalam 
menjaga kedamaian di wila-
yah Poso Pesisir Utara.

“Kita semua memiliki 
tanggung jawab bersama 
untuk menjaga persatuan 
dan memperkuat rasa sa-
ling percaya. Jangan mudah 
terprovokasi isu-isu yang 
dapat memecah belah masy-
arakat,” tegasnya.

Imbauan kamtibmas ter-
sebut, juga menjadi ajang 
silaturahmi antara jajaran 
kepolisian dan masyara-
kat Desa Membuke. Dalam 

KASAT Narkoba Polres Banggai, AKP Hasanuddin Hamid, saat 
memberikan materi pencegahan dan penanggulangan keke-
rasan di lingkungan sekolah, di salah satu hotel di Luwuk, Selasa 
(7/10/2025). FOTO: DOK POLRES BANGGAI

Kasat Narkoba Polres Banggai Beri Materi Bahaya 
Narkoba dan Kekerasan Dihadapan Guru

koba menyampaikan ma-
teri tentang gerakan anti 
narkoba yang menekankan, 
bahwa satgas dan guru har-
us menjadi garda terdepan 
dalam melawan narkoba, 
kekerasan di lingkungan 
sekolah. “Para dewan guru 
agar mengantisipasi ma-
suknya narkoba ke dalam 
sekolah sekaligus upaya 
pencegahannya,” pesannya.

Selain itu kata dia, para 
dewan guru agar mensosia-
lisasikan pengalaman serta 
pengetahuannya untuk di-
sebarluaskan kepada orang 
tua, siswa serta masyara-
kat terkait bahaya narkoba. 
“Peran aktif warga sekolah 
sangat dibutuhkan bersama 
melakukan pencegahan," 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu, 
Kasat mengimbau kepada 
Kepala Sekolah (Kepsek), 
agar dapat memberikan 
arahan kepada keamanan 
sekolah untuk identifikasi 
orang asing atau sesuatu 
yang mencurigakan.*/MAN

SATGAS II Preemtif Operasi Madago Raya melalui Kapolsek Poso Pesisir Utara (PPU), Iptu Kurniadi, saat melaksanakan kegiatan im-
bauan kamtibmas kepada masyarakat Desa Membuke, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Kamis (16/10/2025). FOTO: 
DOK SATGAS MADAGO RAYA

Satgas Madago Raya Ingatkan 
Warga Bahaya Radikalisme

suasana penuh keakraban, 
Kapolsek turut mendengar 
aspirasi dan masukan warga 
terkait situasi keamanan di 
lingkungan mereka.

Sementara, Kepala Desa 
Membuke, Albin Pabisara, 
menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih atas per-
hatian serta kehadiran Ka-
polsek Poso Pesisir Utara. Ia 
menegaskan pihaknya akan 
terus mendukung kegiatan 
kepolisian dan bersinergi 
menjaga keamanan serta 
ketertiban masyarakat di 
wilayahnya. Melalui pende-
katan dialogis dan persuasif, 
jajaran kepolisian berupaya 
memperkuat kesadaran war-
ga akan pentingnya menjaga 
keamanan, menolak paham 
radikal, serta memelihara 
toleransi dan persaudaraan 
antar warga.

Sinergi antara aparat 
keamanan dan pemerin-
tah desa diharapkan dapat 
menjadi pondasi kuat dalam 
membangun lingkungan 
yang damai dan harmonis 
di wilayah Poso Pesisir Uta-
ra.*/YAT
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Otoritas Jasa Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, akan 
melaksanakan penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda empat dengan 
pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelang secara terbuka (Open Bidding). 
 Hari, Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025 
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
 Batas Akhir Penawaran : Pukul 11:00 WITA / 10.00 WIB (sesuai waktu server) 
 Alamat Domain : www.lelang.go.id dan/atau www.portal.lelang.go.id 
 Tempat Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
 Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran 

Jenis Barang yang dilelang, Harga Limit dan Uang Jaminan: 

Kode Lot Jenis 
Kendaraan 

Merk/Type 
Kendaraan Tahun No. Polisi Bukti 

Kepemilikan 
Harga Limit 

Rp. 
Uang Jaminan 

Rp. 

JTSHZ9 Sedan Toyota Camry 
2,5 V AT 

2013 DN 10 JK BPKB, 
STNK 

109.879.000,00 27.400.000,00 

IZN0WO Sedan Toyota Corolla 
Altis 1.8 V A/T 

2014 DN 1154 ST BPKB, 
STNK 

105.854.000,00 26.400.000,00 

W6UB1R MPV Toyota Innova 
2,0 G MT 

2013 DN 1510 ST BPKB, 
STNK 

87.451.000,00 21.800.000,00 

DI3CFE MPV Toyota Innova 
2,0 G MT 

2013 DN 1509 ST BPKB, 
STNK 

92.301.000,00 23.000.000,00 

AM9UEX MPV Nisaan Evalia 
1.5 SV M/T 

2014 DN 1899 ST BPKB, 
STNK 

33.076.000,00 8.200.000,00 

 

SYARAT-SYARAT LELANG 
• Objek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala cacat/resiko/kekurangan fisik dan 

non fisik, maupun konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang (Pajak PBB,dll), kepada peserta lelang 
dapat melihat dan meneliti kondisi fisik objek lelang pada: 

Hari/Tanggal : 17 s.d. 22 Oktober 2025 
Waktu : 09.00 – 15.00 WITA 
Tempat : Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah 
  Jl. R.A Kartini No. 19 Palu, Sulawesi Tengah 

Peserta lelang disarankan untuk melihat objek lelang, peserta lelang yang tidak hadir di saat Open House 
dianggap mengetahui dan menyetujui ketentuan, keadaan, syarat lelang serta kondisi objek lelang. 

• Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang (secara sekaligus/tidak dicicil) ke nomor Virtual 
Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif diterima oleh KPKNL Palu selambat-
lambatnya 1 (satu) hari sebelum batas akhir penawaran. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada 
peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih 
barang yang dilelang. 

• Pemenang lelang harus melunasi harga pokok lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% (untuk barang 
bergerak) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban 
pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi berupa uang jaminan akan 
di setor ke Kas Negara. 

• Apabila terdapat kekurangan/kerusakan fisik maupun non fisik, maka Pemenang Lelang tidak berhak 
untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak 
untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. 

• Pejabat Lelang/KPKNL Palu tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan 
baik secara lisan maupun terhadap foto yang diupload di web Aplikasi Lelang ini. 

• Karena satu dan lain hal, pihak penjual/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan 
lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat 
melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apa pun kepada pihak penjual/Pejabat Lelang, KPKNL 
Palu dan Otoritas Jasa Keuangan (pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023). 

• Pemenang lelang atau kuasanya dapat mengambil obyek lelang sesuai dengan lokasi dengan terlebih 
dahulu membuat perjanjian pengambilan 1 (satu) hari kerja sebelumnya, mempunyai nomor telepon 
yang masih aktif untuk dapat dihubungi, dan pada saat pengambilan obyek lelang menunjukkan bukti 
pelunasan berupa kuitansi pelunasan dari KPKNL Palu serta telah mendapatkan Berita Acara Serah 
Terima Barang dari Otoritas Jasa Keuangan.  

• Pemenang lelang atau kuasanya diharapkan dapat mengambil obyek lelang paling lambat tanggal 30 
Oktober 2025, jika melebihi tanggal tersebut, maka Panitia tidak bertanggung jawab atas fisik obyek 
lelang tersebut. 

Palu, 17 Oktober 2025 
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Panitia Pelaksana Lelang 

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA 
Nomor : PLBMN-02/KEND-KOJK/KO.1601/2025 

Hal ini  disampaikan 
dalam gelaran Bloomberg-
NEF Forum di Jakarta, Senin 
(6/10) sekaligus menegas-
kan posisi Indonesia dalam 
meratifikasi Paris Agree-
ment guna mereduksi emisi 
karbon dan membatasi ke-
naikan suhu global di bawah 
dua derajat celcius.

“Presiden Prabowo telah 
menegaskan kembali posisi 
resmi pemerintah Indonesia, 
yaitu tetap menjadi bagian 
dari Paris Agreement. Kita 
berkomitmen mencapai Net 
Zero Emissions paling lam-
bat pada tahun 2060, namun 
kita berupaya mempercepat 
target tersebut agar bisa ter-
capai lebih awal, antara 2050 
hingga 2060,” ucap Hashim.

Selaras dengan langkah 
tersebut, Hashim menguta-
rakan, bahwa Pemerintah 
Indonesia telah merancang 
dokumen strategis di mana 
RI akan menggenjot peng-
gunaan EBT sebesar 75% 
hingga tahun 2040. 

"Pemerintah menargetkan 
energi terbarukan mencapai 
75% dari rencana umum 
ketenagalistrikan nasional 
(RUKN),” jelasnya. 

Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo menje-
laskan bahwa hingga tahun 
2040 PLN akan menambah 
kapasitas energi sebesar 

100 Gigawatt (GW) dengan 
75% berbasis EBT. Pengem-
bangan energi ini mem-
butuhkan transmisi hijau 
sepanjang 70 ribu kilometer 
sirkuit (kms) sehingga mam-
pu menyambung EBT dari 
sumber yang berada di re-
mote area ke pusat demand 
yang berada di perkotaan.

"Kami tengah menyiap-
kan green-enabling super 
grid, sistem jaringan hijau 
nasional yang akan meng-
hubungkan Sumatra, Jawa, 
Bali, Nusa Tenggara, hingga 
Sulawesi,” ujar Darmawan. 

Darmawan menggarisba-
wahi upaya besar ini me-
rupakan bentuk komitmen 
RI dalam memitigasi pe-
rubahan iklim demi keber-
lanjutan kehidupan bagi 
generasi di masa depan.

"Kita akan beralih dari 
energi impor menuju ener-
gi domestik, dari energi 
mahal menuju energi yang 
terjangkau. Dari situ akan 
lahir lapangan kerja baru, 
investasi hijau, dan pengu-
rangan kemiskinan, di saat 
yang bersamaan kita juga 
menurunkan emisi karbon. 
Inilah keseimbangan antara 
pertumbuhan ekonomi dan 
keberlanjutan lingkungan 
yang menjadi arah masa de-
pan Indonesia,” ungkapnya.

Darmawan menyadari 

DIREKTUR Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kedua dari kiri) memaparkan dalam BloombergNEF 
Forum, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, PLN berkomitmen dalam memitigasi perubahan 
iklim demi keberlanjutan kehidupan bagi generasi di masa depan. Komitmen ini diwujudkan melalui 
upaya transisi energi di mana sampai dengan tahun 2040 PLN akan menambah kapasitas energi 
sebesar 100 Giga Watt (GW) dengan 75% berbasis EBT. FOTO: DOK PLN

Hashim Tegaskan Posisi RI di Paris Agreement, PLN Siap Jadi Motor Dekarbonisasi
SULTENG RAYA - Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia 

Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa 
Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions  melalui 

peningkatan utilisasi energi baru terbarukan (EBT) di tanah air. 

visi besar ini tak akan mam-
pu dijalankan oleh PLN 
sendiri. Permasalahan krisis 
iklim merupakan tanggung 
jawab global, maka kola-
borasi global dalam upaya 
meningkatkan penggunaan 
EBT di sektor ketenagalistri-
kan baik dari sisi investasi, 
transfer knowledge hingga 
alih fungsi teknologi.

“Tidak ada satu negara 
pun yang bisa menghadapi 
krisis iklim sendirian. PLN 
siap bekerja sama dengan 
semua mitra internasional 
dalam investasi, transfer 
knowledge, hingga pen-
gembangan teknologi untuk 
mempercepat pencapaian 
Net Zero Emissions,” te-
gasnya. Sementara itu, CEO 
JERA Asia, sekaligus Mana-
ging Executive Offi cer and 
Head of Platform Business 
Division, JERA Co., Inc, Izu-

mi Kai menyatakan, sebagai 
bagian dari komunitas glo-
bal pihaknya siap bersinergi 
untuk mencapai NZE demi 
memastikan masa depan 
lebih baik.

"Menuju target net zero 
2060. Kami (siap) bekerja 
bersama mitra konsorsium 
serta berkoordinasi dengan 
para pemangku kepentin-
gan utama di Indonesia, 
termasuk PLN," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa 
studi implementasi ener-
gi rendah karbon saat ini 
memiliki tantangan nyata 
tersendiri. 

Oleh sebab itu, ia men-
dorong agar RI dapat men-
gambil semua alternatif stra-
tegi dekarbonisasi sehingga 
upaya tersebut dapat meng-
hasilkan konklusi seimbang 
sebagaimana dalam trilem-
ma energy.

"Satu hal yang jelas adalah 
bahwa Indonesia membu-
tuhkan pendekatan all of the 
above atau dengan kata lain, 
semua solusi harus diman-
faatkan secara seimbang," 
tutupnya.*/HJ

Kegiatan sosial ini diwu-
judkan melalui penyerahan 
santunan kepada 21 anak di 
Panti Asuhan Sitti Maryam 
Tahuna, pemberian paket 
sembako serta doa bersama 
untuk kelancaran dan kean-

dalan distribusi kelistrikan 
di seluruh wilayah kerja 
PLN UP3 Tahuna.

Acara yang berlangsung 
ini dihadiri langsung oleh 
jajaran manajemen PLN UP3 
Tahuna dan pengurus pan-

JAJARAN Manajemen, Karyawan serta Karyawati PT PLN (Per-
sero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tahuna. 
FOTO: DOK PLN UP3 TAHUNA

JELANG HARI LISTRIK NASIONAL

PLN UP3 Tahuna Santuni 21 Anak 
Panti Asuhan Sitti Maryam

SULTENG RAYA - Dalam serangkaian 
kegiatan memperingati Hari Listrik Nasional 
ke-80 Pada Tanggal 27 Oktober 2025 den-
gan Tema ”PLN Transformation Towards 
Green”, jajaran Manajemen, Karyawan serta 
Karyawati PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 
Pelayanan Pelanggan (UP3) Tahuna mengge-
lar kegiatan sosial sebagai wujud rasa syukur 
dan kepedulian terhadap sesama.

ti asuhan. Dalam suasana 
penuh kehangatan dan haru, 
kegiatan tersebut menjadi 
momentum refl eksi bahwa 
keberadaan PLN bukan se-
kadar menghadirkan terang 
listrik, namun juga turut 
membangun kepedulian 
sosial yang nyata di tengah 
masyarakat.

Manager PLN UP3 Tahu-
na, RM Dimas Adhi Pra-
bowo menyampaikan bah-
wa kegiatan ini merupakan 
bentuk rasa syukur PLN atas 
amanah untuk menerangi 
negeri, sekaligus sebagai 
bentuk kepedulian kepada 
masyarakat sekitar, khusus-
nya anak-anak yang mem-
butuhkan perhatian lebih.

“Bagi kami, peringatan 
Hari Listrik Nasional bukan 
hanya soal sejarah dan pen-
capaian, tetapi juga momen-
tum untuk berbagi kasih dan 
menebarkan semangat kepe-
dulian. Melalui kegiatan ini, 
kami berharap doa dan ke-
baikan dari anak-anak panti 
dapat menjadi kekuatan 
bagi PLN dalam menjaga 
keandalan sistem kelistrikan 
di wilayah kepulauan,” ujar 
Dimas

“Anak-anak panti ini men-
gajarkan kami arti ketulusan 
dan kekuatan doa. Kami 
percaya, keberkahan akan 
mengiringi setiap langkah 
PLN dalam memberikan la-
yanan terbaik bagi masyara-
kat di wilayah kepulauan,” 

tambahnya.
General Manager PLN 

Unit Induk Distribusi Sula-
wesi Utara, Sulawesi Ten-
gah dan Gorontalo, Usman 
Bangun menyatakan bahwa 
kegiatan ini adalah bentuk 
nyata kehadiran PLN di 
tengah masyarakat, tidak 
hanya sebagai penyedia lis-
trik, tetapi juga sebagai agen 
pembangunan sosial.

"Kami menyadari bahwa 
anak-anak di panti asuhan 
adalah generasi penerus 
bangsa yang perlu kita du-
kung. Melalui bantuan ini, 
kami berharap dapat mem-
bawa kebahagiaan, mem-
berikan semangat baru, dan 
membantu memenuhi kebu-
tuhan mereka, khususnya 
dalam bidang pendidikan 
dan kebutuhan sehari-hari," 
ungkap Usman.

Kegiatan santunan ini 
juga disambut penuh rasa 
syukur oleh Ketua Yayasan 
Pengurus Panti Asuhan Sitti 
Maryam Tahuna, Roland 
Adengan, S.Pd. Dalam sam-
butannya, ia menyampaikan 
apresiasi dan rasa terima 
kasih mendalam kepada 
PLN yang telah hadir tidak 
hanya sebagai penyedia 
layanan listrik, namun juga 
sebagai sahabat masyarakat 
dalam setiap keadaan.

“Saya selaku pengurus 
panti memberikan apresiasi 
kepada PLN UP3 Tahuna 
dengan kinerja PLN yang 

luar biasa. Kami juga men-
gucapkan limpah terima-
kasih kepada Bapak dan Ibu 
sekalian untuk sumbangsih 
terhadap Panti Asuhan Sitti 
Maryam yang selalu ada 
dari tahun ke tahun ini san-
gat luar biasa. Kami sangat 
bersyukur untuk kebaikan 
hati Bapak dan Ibu sekalian. 
Semoga hubungan baik ini 
berjalan dengan berkelan-
jutan dan berkesinambun-
gan,” ungkap Roland.

Suasana semakin hangat 
saat doa bersama dilantun-
kan oleh anak-anak dan 
pengurus panti, memohon 
keberkahan dan perlindun-
gan bagi seluruh petugas 
PLN yang setiap hari menja-
ga pasokan listrik di daerah 
kepulauan. Doa itu juga 
menjadi harapan agar distri-
busi listrik di wilayah kerja 
PLN UP3 Tahuna dapat 
terus berjalan lancar dan 
andal.

Melalui kegiatan ini, PLN 
UP3 Tahuna menegaskan 
kembali komitmennya un-
tuk terus hadir tidak hanya 
sebagai penyedia energi 
listrik, tetapi juga sebagai 
bagian dari kehidupan 
masyarakat yang saling 
menguatkan. Semangat Hari 
Listrik Nasional ke-80 men-
jadi pengingat bahwa terang 
listrik sejatinya menyatu 
dengan semangat gotong 
royong dan kepedulian so-
sial.*/HJ

SULTENG RAYA - Direk-
torat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjenpas) memindahkan 
enam narapidana berisiko 
tinggi (high risk) asal Jakarta 
ke Nusakambangan, yakni 
lima napi danpesohor Ammar 
Zoni yang belakangan diduga 
terlibat dalam kasus pere-
daran narkoba. Berdasarkan 
video yang beredar di media 
sosial, Ammar dan beberapa 
narapidana lain digiring seca-
ra bersamaan dengan tangan 
diborgol dan mata ditutup.

Kepala Subdirektorat Kerja 
Sama Ditjenpas Rika Aprianti 
menjelaskan Ammar Zoni dan 
lima napi lainnya itu tiba di 
Nusakambangan, Jawa Ten-
gah, pada Kamis (16/10/2025) 
sekitar pukul 7.43 WIB. Selan-
jutnya, mereka ditempatkan 
di Lapas Super Maximum 
Security Karanganyar.

 “Ini bukti bahwa perin-
gatan Bapak Menteri Imigrasi 
dan Pemasyarakatan dan 
Direktur Jenderal Pemasy-
arakatan serius, siapa pun 
yang terlibat peredaran nar-
koba akan ditindak,” kata Rika 
dalam keterangan di Jakarta.

Pemindahan dilakukan 
dengan pengawalan petugas 
Pengamanan Intelijen dan 
Kepatuhan Internal Ditjen-
pas, bersama anggota Polres 
Jakarta Timur, Mabes Polri, 
dan petugas Kantor Wilayah 
Ditjenpas Jakarta.

“Pemindahan dan pene-
rimaan di Nukambangan 
dilakukan sesuai dengan SOP 
(prosedur operasional stan-
dar) yang berlaku,” ucap Rika.

Menurut dia, seperti warga 
binaan high risk lainnya yang 
telah dipindahkan ke Nusa-
kambangan, Ammar Zoni 

bersama lima napi lainnya itu 
juga akan diberikan penga-
manan dan pembinaan super 
maksimum.

“Diharapkan langkah ini 
dapat mengubah perilaku 
mereka menjadi warga binaan 
yang lebih baik sesuai dengan 
tujuan sistem pemasyara-
katan,” kata dia.

Rika menjelaskan sejak 
kepemimpinan Menteri Imi-
grasi dan Pemasyarakatan 
Agus Andrianto, sudah lebih 
dari 1.500 warga binaan high 
risk yang dipindahkan ke 
Nusakambangan. Langkah 
tersebut, tuturnya, dilakukan 
untuk melindungi lembaga 
pemasyarakatan maupun 
rumah tahanan dari pereda-
ran narkoba serta gangguan 
keamanan dan ketertiban 
lainnya. Selain itu, peminda-
han napi berisiko tinggi juga 
disebut untuk kepentingan 
napi itu sendiri agar dapat 
mengubah perilakunya men-
jadi lebih baik, menyadari 
kesalahannya, dan tidak men-
gulanginya di kemudian hari.

“Agar pada saatnya siap 
kembali ke masyarakat, [me-
reka] menjadi warga negara 
yang baik,” imbuh Rika.

Sementara itu, Kepala Kan-
tor Wilayah Ditjenpas Jakar-
ta Heri Azhari mengatakan 
jajarannya di Jakarta terus 
melakukan upaya berkesin-
ambungan untuk member-
sihkan lapas dan rutan dari 
peredaran gelap narkoba.

“Seperti yang berulang kali 
diingatkan Pak Menteri dan 
Dirjenpas bahwa zero (nihil) 
narkoba adalah harga mati. Ini 
menjadi alarm kami untuk te-
rus waspada dan bertindak,” 
ujar Heri. RPB

AMMAR ZONI DIPINDAH KE NUSAKAMBANGAN

Digiring dengan Tangan 
Diborgol, Mata Ditutup
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

BULAN November hampir selalu 
menjadi bulan yang ditung-
gu-tunggu oleh pengusaha dan 
pekerja dalam beberapa tahun 

terakhir. Semua menanti pengumuman 
pemerintah soal besaran upah minimum di 
tahun depan, apakah tetap atau naik sesuai 
harapan para pekerja, atau malah justru 
turun.

Apalagi, pemerintah berencana mengu-
mumkan besaran upah itu paling lambat 
pada 21 November 2025 untuk upah mi-
nimum provinsi (UMP) dan 30 November 
2025 untuk upah minimum kabupaten/
kota (UMK). Dalam situasi perekonomian 
yang belum sepenuhnya menggembirakan, 
menunggu pengumuman upah tidak hanya 
membuat pekerja yang harap-harap cemas. 
Pengusaha juga sangat mencermati dan 
menunggu penetapan upah itu.

Situasi perekonomian tengah menghadapi 
banyak tantangan. Di industri manufaktur, 
Indonesia baru saja kembali ke zona ekspansi 
pada Agustus 2025 setelah selama lima bulan 
beruntun kontraksi. Selama lima bulan itu, 
perusahaan manufaktur banyak yang terpak-
sa menyelaraskan bisnis dengan melakukan 
efisiensi.

Efisiensi pun menyasar para pekerja, mulai 
dari penghapusan tunjangan hingga pen-
gurangan jam kerja karyawan. Segala jurus 
dilakukan agar nadi perusahaan masih bisa 
berdenyut di tengah turunnya permintaan 
global, apalagi domestik.

Kembang kempisnya operasional perusa-
haan juga berdampak pada pekerja sepanjang 
tahun ini. Penaikan upah minimum 6,5% 
pada 2025 membuat buruh juga mesti men-
cari akal dalam menyesuaikan kebutuhan 
hidup sehari-hari.

Di Yogyakarta, misalnya. Dengan UMP 
Rp2,1 juta pada 2024, upah para pekerja 
tahun ini hanya naik Rp138 ribu menjadi 
Rp2,2 juta. Tambahan Rp138 ribu tiap bulan 
itu harus diakali para pekerja untuk menutu-
pi segala kebutuhan, mulai dari urusan dapur 
hingga biaya sekolah anak.

Alhasil, daya beli masyarakat masih terus 
tertekan sepanjang tahun ini. ‘Makan tabun-
gan’ tidak hanya menjadi fenomena di masy-
arakat bawah, tapi juga di kelas menengah 
alias kelompok kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan 
data, jumlah kelas menengah bahkan sudah 
turun drastis dalam lima tahun terakhir. Jum-
lah penduduk kelas menengah di Indonesia 
berkurang dari 21,5% pada 2019 menjadi 
17,1% pada 2024. Itu berarti sekitar 10 juta 
penduduk turun kelas menjadi masyarakat 
menuju kelas menengah.

Angin segar buat buruh sejatinya sudah 
datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 
Oktober 2024. Putusan final dan mengikat 
MK menyatakan klaster ketenagakerjaan har-
us dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Artinya, 
aturan perburuhan harus kembali mengacu 
ke UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam putusannya, MK menganulir keten-
tuan tentang penghitungan upah minimum. 
Penghitungan upah tidak boleh lagi meng-
gunakan formula yang diatur di UU Cipta 
Kerja, yakni menggunakan ‘indeks tertentu’ 
yang menggambarkan kontribusi tenaga ker-
ja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

MK memerintahkan agar pembuat un-
dang-undang membuat aturan penghitungan 
upah minimum yang mengacu pada prinsip 
terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak 
bagi pekerja.

Pemerintah semestinya mengacu pada 
standar hidup layak yang diterbitkan BPS, 
yang mencakup makanan, minuman, pakai-
an, papan (perumahan), kesehatan, pendi-
dikan, transportasi, dan lainnya. Di tengah 
situasi ekonomi yang masih kembang kempis 
seperti saat ini, pelaku usaha dan pekerja 
perlu duduk bareng untuk bersama-sama 
menentukan besaran upah minimum 2026.

Pemerintah harus hadir sebagai mediator 
yang adil, baik bagi pekerja maupun pen-
gusaha. Kedua pihak, pekerja dan pengusa-
ha, harus sama-sama bersikap terbuka, tanpa 
perlu mengembangkan sikap saling curiga.

Tentu ada tawar-menawar dalam dis-
kusi. Namun, prinsip utama yang harus 
dipegang kedua pihak ialah ekonomi harus 
terus berputar, jangan sampai mematikan 
usaha karena penaikan upah, tapi juga ti-
dak boleh menginjak pekerja dengan upah 
yang teramat rendah. Sikap saling percaya, 
saling terbuka, dan saling empati itu akan 
jadi modal penting bagi negeri ini untuk 
membawa kebaikan hari ini dan hari de-
pan.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Setahun Prabowo-Gibran 
Mantapkan Kemandirian 
Energi dan Hilirisasi Pangan 
Demi Perluasan Lapangan Kerja 

SATU tahun pemerintahan Presiden Prabowo 
Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabu-
ming Raka menjadi tonggak penting dalam 
perjalanan sektor strategis: swasembada energi, 
hilirisasi pangan, dan penciptaan lapangan kerja. 
Ketiganya ekonomi nasional. Di tengah dinami-
ka global dan tantangan domestik, pemerintah 
berhasil menorehkan capaian konkret di tiga 
menjadi pilar utama menuju kemandirian ekono-
mi yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

DALAM bidang 
energi, capaian 
nyata terlihat 
dar i  pening-

katan produksi minyak dan 
percepatan transisi energi 
bersih. Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Bahlil 
Lahadalia, menjelaskan bah-
wa lifting minyak nasional 
meningkat dari 580.000 barel 
menjadi 605.000 barel per hari 
sepanjang 2025. Kenaikan 
ini menandakan efisiensi 
operasional dan keberhasilan 
pemerintah dalam menjaga 
kestabilan pasokan energi na-
sional. Tak hanya itu, bauran 
energi baru terbarukan juga 
meningkat signifikan dari 11 
persen menjadi 15,5 persen 
terhadap total listrik nasional.

Langkah ini menunjukkan 
keseriusan pemerintah dalam 
membangun kemandirian 
energi yang berkelanjutan. 
Bahlil menilai, pencapaian 
swasembada energi tidak 
dapat disamakan dengan 
sektor lain karena memer-
lukan modal, teknologi, dan 

waktu panjang untuk melihat 
hasilnya. Proses eksplorasi 
dan produksi di sektor ener-
gi memang membutuhkan 
ketekunan, dan keberhasilan 
dalam setahun terakhir men-
jadi bukti kerja keras yang 
terukur.

Kemandirian energi bu-
kan semata soal peningkatan 
produksi, tetapi juga soal 
kedaulatan. Dalam konteks 
ekonomi global yang ren-
tan terhadap gejolak harga 
minyak, kemampuan Indo-
nesia memperkuat energi 
nasional menjadi penopang 
penting bagi stabilitas fiskal 
dan daya saing industri. Pe-
merintah menyadari bahwa 
tanpa energi yang kuat dan 
mandiri, hilirisasi industri 
tidak akan berjalan optimal.

Di sektor pangan, Menteri 
Pertanian Andi Amran Su-
laiman menunjukkan arah 
baru pembangunan pertanian 
nasional melalui kebijakan 
hilirisasi. Pemerintah menar-
getkan agar Indonesia tidak 
lagi menjadi pengekspor ba-

han mentah, tetapi menjadi 
produsen produk bernilai 
tambah tinggi. Program hi-
lirisasi yang dicanangkan 
meliputi sektor perkebunan, 
hortikultura, dan peternakan 
dengan fokus utama pada 
komoditas strategis seperti 
kelapa, gambir, dan sawit.

Amran menjelaskan bahwa 
potensi ekonomi dari hilirisasi 
kelapa sangat besar. Indonesia 
mengekspor sekitar 2,8 juta 
ton kelapa per tahun dengan 
nilai Rp24 triliun. Namun, 
jika diolah menjadi produk 
turunan seperti santan atau 
Virgin Coconut Oil (VCO), 
nilai itu bisa meningkat hing-
ga seratus kali lipat. Artinya, 
potensi devisa bisa mencapai 
Rp2.400 triliun, bahkan separ-
uhnya saja mampu menem-
bus Rp1.200 triliun.

Langkah serupa juga di-
terapkan pada komoditas 
gambir yang selama ini men-
yuplai hampir 80 persen 
kebutuhan dunia. Melalui 
hilirisasi, produk turunan 
gambir akan dimanfaatkan 
untuk industri tinta, farmasi, 
hingga kosmetik. Program ini 
tidak hanya menambah nilai 
ekspor, tetapi juga memper-
kuat struktur industri dalam 
negeri agar tidak bergantung 
pada impor bahan jadi.

Amran juga menyoroti ke-
terkaitan antara hilirisasi 
pangan dan ketahanan energi. 
Sebagai produsen minyak 
sawit mentah (CPO) terbe-
sar di dunia, Indonesia kini 
mengalihkan sebagian pro-
duksinya untuk bahan baku 
biodiesel (B50). Langkah ini 
secara langsung memperkuat 

ketahanan energi sekaligus 
menghemat devisa negara. 
Menurutnya, jika 5,3 juta ton 
CPO dialihkan untuk pro-
gram biodiesel, impor solar 
bisa dihentikan, dan Indone-
sia memiliki posisi tawar lebih 
tinggi di pasar global.

Selain mendorong nilai 
tambah, program hilirisasi 
juga menjadi sumber baru 
penciptaan lapangan ker-
ja. Pemerintah menyiapkan 
anggaran Rp9,95 triliun dari 
anggaran belanja tambahan 
untuk pengembangan per-
kebunan dan hortikultura, 
termasuk bantuan benih dan 
bibit gratis bagi petani di 
seluruh Indonesia. Dengan 
cakupan lahan mencapai 
800 ribu hektare, program 
ini diproyeksikan mampu 
menyerap 1,6 juta tenaga 
kerja baru dalam dua tahun 
mendatang.

Capaian di sektor energi 
dan pangan pada akhirnya 
bermuara pada hal yang pa-
ling penting: kesejahteraan 
rakyat. Pemerintah tidak ha-
nya berfokus pada angka per-
tumbuhan, tetapi juga memas-
tikan manfaat pembangunan 
dapat dirasakan hingga ke 
tingkat akar rumput. Ketika 
petani memiliki nilai tambah 
dari hasil panen, ketika pe-
kerja lokal terserap di industri 
hilirisasi, dan ketika biaya 
energi semakin efisien, maka 
di sanalah makna pemban-
gunan sesungguhnya hadir.

Kebijakan swasembada 
energi dan hilirisasi pangan 
yang dijalankan pemerinta-
han Prabowo-Gibran merupa-
kan bagian dari strategi besar 

untuk membangun ekono-
mi berdikari. Dalam jangka 
panjang, arah kebijakan ini 
akan memperkuat ketahanan 
ekonomi nasional sekaligus 
membuka jalan menuju in-
dustrialisasi berbasis sumber 
daya domestik.

Satu tahun pertama peme-
rintahan ini dapat dikatakan 
sebagai periode peletakan fon-
dasi ekonomi baru. Pemerin-
tah menunjukkan keberanian 
mengambil langkah-langkah 
strategis yang mungkin belum 
menghasilkan efek penuh 
dalam waktu singkat, tetapi 
akan berdampak besar bagi 
masa depan bangsa. Keman-
dirian energi yang mulai ter-
bentuk, hilirisasi pangan yang 
memperluas rantai nilai, serta 
terciptanya lapangan kerja di 
berbagai wilayah merupakan 
bukti bahwa visi “Indonesia 
Maju dan Mandiri” tidak ber-
henti pada slogan.

Pemerintahan Prabowo-Gi-
bran sedang menulis bab 
baru dalam perjalanan pem-
bangunan nasional. Ketika 
energi dikelola di dalam ne-
geri, pangan diolah menjadi 
produk bernilai tinggi, dan 
rakyat memiliki pekerjaan 
yang layak, maka Indonesia 
tidak hanya tumbuh — tetapi 
berdaulat. Tahun pertama ini 
menjadi awal yang menjan-
jikan menuju kemandirian 
sejati, di mana pembangunan 
tidak sekadar dinikmati oleh 
segelintir pihak, tetapi be-
nar-benar dirasakan man-
faatnya oleh seluruh rakyat 
Indonesia. )* Penulis adalah 
kontributor Jaringan Muda In-
donesia Maju (JMIM)
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Tentukan Upah 
secara Adil 
dan Terbuka

KINI, talempong 
tidak hanya di-
mainkan dalam 
upacara adat , 

tetapi juga dalam pertunju-
kan modern seperti orkestra, 
festival budaya, hingga pe-
mentasan internasional. Uni-
versitas Negeri Padang dan 
Institut Seni Indonesia Pa-
dangpanjang menjadi dua 
lembaga yang aktif mengem-
bangkan musik talempong 
dalam format kontemporer, 
seperti Talempong Kreasi dan 
Talempong Goegoeh. Inovasi 
ini menunjukkan bahwa wa-
risan tradisional bisa beradap-
tasi tanpa kehilangan jati diri.

Meski demikian, pelestarian 
talempong tidak lepas dari 
tantangan. Banyak generasi 
muda yang lebih mengenal 

musik elektronik daripada 
alat musik tradisional. Di si-
nilah pentingnya pendidikan 
budaya di sekolah dan nagari. 
“Talempong bukan hanya alat 
musik, tetapi cara memahami 
siapa kita,” ujar Emral Djamal 
Dt. Rajo Mudo, budayawan 
Minangkabau. Ia menekankan 
bahwa mengenal talempong 
berarti mengenal akar.

Pemerintah daerah Suma-
tera Barat juga berperan aktif 
menghidupkan talempong 
melalui festival dan lomba 
musik tradisional. Salah sa-
tunya adalah Festival Talem-
pong Pacik di Bukittinggi dan 
Talempong Goyang di Paya-
kumbuh, yang mempertemu-
kan para pemain dari berbagai 
nagari. Acara seperti ini bukan 
hanya hiburan, melainkan 

OLEH : ARI YULIASRIL

wadah untuk menumbuhkan 
rasa bangga terhadap warisan 
budaya.

Selain itu, generasi muda 
juga mulai memperkenalkan 
talempong ke dunia digital. 
Banyak musisi muda Minang 
memadukan talempong den-
gan genre modern seperti jazz, 
pop, dan elektronik. Kolabo-
rasi semacam ini membuat 
suara tradisional tetap hidup 
di tengah gaya hidup urban. 
Namun, esensi moral dari 
talempong harmoni, kerja 
sama, dan penghormatan 
harus tetap dijaga agar tidak 
kehilangan ruh adatnya.

Bunyi talempong yang berge-
tar lembut bukan hanya gema 
masa lalu, melainkan denyut 
masa kini. Ia menjadi simbol 
bahwa tradisi tidak harus kalah 
oleh zaman. Dalam setiap na-
danya, masih tersimpan doa, 
kebersamaan, dan semangat 
hidup orang Minangkabau 
yang pantang hilang.

Seperti pepatah Minang 
berkata: Bunyi talempong 
indak hanyut dek zaman, ka-
rano suaronyo ado di dalam 
hati urang Minang. *Penulis: 
Mahasiswa Sastra Minangkabau, 
Universitas Andalas

Alempong di Era Modern: Suara 
Tradisi yang Terus Berdenyut

DI tengah derasnya arus globalisasi dan kema-
juan teknologi musik modern, talempong tetap 
bertahan sebagai simbol identitas Minangkabau. 
Namun, keberlangsungannya tidak terjadi begitu 
saja. Ia hidup karena masyarakat Minang menja-
ganya di surau, di sekolah, dan di pentas dunia.
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SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
(BRI) menegaskan komitmennya 
dalam mendukung Asta Cita Pe-
merintah, khususnya melalui pen-
yaluran Kredit Program Perumahan 
(KPP). 

Program ini menjadi bagian pen-
ting dalam menyukseskan target 3 
juta rumah yang telah ditetapkan 
sebagai salah satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN).

Komitmen tersebut diwujudkan 
dalam kegiatan Sosialisasi Kredit 
Program Perumahan bertema “Go-
tong Royong Membangun Rumah 
untuk Rakyat” yang digelar di 
Regale International Convention 
Centre, Medan, Kamis (9/10/2025). 

Acara ini dihadiri oleh Menteri 
Perumahan dan Kawasan Permu-
kiman RI Maruarar Sirait, Menteri 
Dalam Negeri RI Muhammad Tito 
Karnavian, Gubernur Sumatera 
Utara Muhammad Bobby Afif Na-
sution, serta Group CEO BRI Hery 
Gunardi.

Dalam sambutannya, Direktur 
Utama BRI Hery Gunardi menjelas-
kan bahwa sektor perumahan me-
miliki dampak ekonomi yang luas. 

“Program rumah subsidi ini 
memberikan banyak manfaat bagi 
masyarakat, menyejahterakan ba-
nyak keluarga sekaligus meng-
gerakkan perekonomian. Melalui 
Kredit Program Perumahan (KPP) 
dan KPR FLPP, BRI berkomitmen 
memperluas akses pembiayaan 
yang layak dan terjangkau, serta 
menjadi bagian dari upaya be-
sar mewujudkan Indonesia Emas 
2045,” katanya dalam keterangan 
tertulis yang diterima Sulteng Raya, 
Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan 
dan Kawasan Permukiman RI Marua-
rar Sirait menyampaikan apresiasinya 
terhadap sinergi yang telah terjalin 
antara Pemerintah, Perbankan, dan 
masyarakat dalam mempercepat 
penyediaan hunian bagi rakyat.

“Saya melihat BRI siap mendu-
kung penuh pelaksanaan program 
perumahan rakyat. Pegawai BRI 
mampu menjawab langsung ber-
bagai pertanyaan dan kebutuhan 
masyarakat, khususnya pelaku 
UMKM. Ini membuktikan bahwa 
BRI hadir tidak hanya menyalurkan 
pembiayaan, tetapi juga menjadi 
mitra nyata masyarakat di lapan-
gan. Program ini terbukti mem-
beri manfaat besar dan mendapat 
sambutan positif dari masyarakat. 
Ke depan, kami berharap sinergi 
ini terus diperkuat agar semakin 
banyak keluarga berpenghasilan 
rendah memiliki rumah yang layak 

dan terjangkau,” ungkap Maruarar.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri 

RI Tito Karnavian yang turut hadir 
dalam kegiatan tersebut menilai 
bahwa sektor perumahan memiliki 
dampak besar terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional.  

“Program Tiga Juta Rumah 
berkontribusi sekitar dua persen 
terhadap pertumbuhan ekono-
mi nasional. Selain memperkuat 
sektor properti, program ini juga 
menyerap tenaga kerja dari berba-
gai bidang,” jelas Tito.

Sementara itu, Gubernur Suma-
tera Utara Muhammad Bobby Afif 
Nasution mengungkapkan bahwa 
tingkat backlog perumahan di 
Sumatera Utara masih tergolong 
tinggi, mencapai 938.217 rumah 
tangga yang belum memiliki tempat 
tinggal tetap. 

“Masih banyak masyarakat kita 
yang belum memiliki rumah layak 
huni. Tambahan kuota program 3 
Juta Rumah ini menjadi dorongan 
besar agar semakin banyak warga 
Sumut yang bisa menikmati hu-
nian yang layak dan terjangkau,” 
tegasnya.

KPP disalurkan melalui dua sisi, 
yakni dari sisi supply melalui du-
kungan terhadap UMKM pengem-
bang, kontraktor, dan penyedia ba-
han bangunan untuk meningkatkan 
kapasitas dalam penyediaan rumah. 
Sementara itu, dari sisi demand 
BRI memberikan pembiayaan bagi 
UMKM individu/perseorangan un-
tuk pembelian, pembangunan, atau 
renovasi rumah yang juga dapat di-
manfaatkan sebagai tempat usaha.

Hery menambahkan bahwa BRI 
juga mencatat capaian positif dalam 
penyaluran KPR Subsidi FLPP. 
Hingga 7 September 2025, BRI 
berhasil menyalurkan 25.080 unit 
rumah atau setara 100% dari total 
kuota, menjadikan BRI sebagai bank 
dengan penyerapan FLPP tertinggi 
di antara seluruh Himbara. 

“Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 
2025 juga meningkat signifikan, dari 
17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 
25.000 unit pada tahun 2025 atau 
tumbuh 47% YoY,” jelasnya.

Menurut Hery, keberhasilan 
program ini tidak terlepas dari 
kolaborasi pemerintah, perbankan, 
pengembang, asosiasi, dan masy-
arakat. “Hari ini, dari Medan, kita 
menyuarakan semangat kolaborasi 
nasional melalui partisipasi 3.000 
peserta, terdiri dari developer, kon-
traktor, pedagang bahan bangunan, 
dan UMKM. Semangat gotong 
royong ini menjadi kunci agar back-
log perumahan dapat kita kurangi 
bersama,” pungkasnya. RHT

DIRUT BRI, Hery Gunardi (kiri) melakukan penyerahan kunci rumah program FLPP 
kepada masyarakat pada Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong 
Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International 
Convention Centre, Medan, Kamis (9/10/2025). FOTO: DOK. BRI

BRI Perluas Akses Kredit 
Program Perumahan 

PT Vale Tegaskan 
Komitmen 
Tumbuh Bersama 
Masyarakat 

SULTENG RAYA — Ka-
bupaten Morowali, Provinsi 
Sulawesi Tengah menjadi 
salah satu pusat industri 
ekstraktif berbasis nikel 

yang berkembang pesat di 
Indonesia. 

Nikel saat ini menjadi 
komoditas strategis dunia 
karena menjadi bahan baku 
utama baterai kendaraan 
listrik, yang menjadi pi-
lar penting dalam transisi 
menuju energi bersih global. 

Dengan cadangan nikel 
terbesar di dunia, Indonesia 
menempati posisi strategis 

dalam rantai pasok industri 
energi masa depan. 

Sebagai bagian dari Pro-
yek Strategis Nasional 
(PSN), kehadiran PT Vale 
Indonesia Tbk (PT Vale), 
anggota grup Mining In-
dustry (MIND ID) melalui 
proyek pengembangannya 
Indonesia Growth Project 
(IGP) Morowali memiliki 
peran penting dalam mem-

OPERASI PT Vale IGP Morowali mengeruk bijih nikel (ilustrasi). FOTO: DOK. PT VALE

Penjualan Bijih Nikel di Morowali 
Dorong Kontribusi Ekonomi Daerah

SULTENG RAYA - Sekre-
taris Jenderal Koalisi Rakyat 
untuk Keadilan Perikanan 
(Kiara) Susan Herawati men-
gatakan luas laut Indonesia 
mencapai lebih dari 70 persen 
dari total seluruh wilayah 
Indonesia. Posisi Indonesia 
juga sangat strategis karena 
terletak di garis khatulistiwa 
dan berada di antara dua be-
nua serta dua samudra.

“Hal ini menjadikan Indo-
nesia memiliki keragaman 
hayati yang tinggi, baik di 
darat maupun di laut,” ujar 
Susan saat dihubungi Re-
publika di Jakarta, beberapa 
waktu lalu.

Susan menyampaikan jum-
lah nelayan pada 2023 terca-
tat sebanyak 2.773.538 jiwa. 
Akan tetapi hingga saat ini, 
data jumlah nelayan tersebut 
belum memisahkan antara 
nelayan industri dengan 
nelayan skala kecil dan/atau 
tradisional.

Berdasarkan UU No 7 
Tahun 2016 disebutkan bahwa 
kategori nelayan kecil adalah 
mereka yang menangkap ikan 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari, baik yang 
tidak menggunakan kapal 
penangkap ikan maupun yang 
menggunakan kapal penang-
kap ikan berukuran paling be-
sar 10 (sepuluh) GT. Namun, 
lanjut Susan, kategori skala 
GT ukuran kapal nelayan kecil 
tersebut telah dihapus dalam 
UU Cipta Kerja. 

“Jika merujuk kepada UU 
7/2016 yang mengategorikan 

nelayan kecil sebagai nelayan 
di bawah 10 GT, maka pada 
2023 jumlah kapal nelayan 
kecil di Indonesia yaitu se-
banyak 775.449 unit kapal 
(sekitar 92,7 persen),” ucap 
Susan.

Angka tersebut terdiri atas 
perahu tanpa motor, perahu 
motor, dan perahu berukuran 
<5 GT–10 GT dari total ke-
seluruhan 836.733 kapal di 
Indonesia. Dengan demikian, 
nelayan skala kecil mendo-
minasi jumlah nelayan di 
Indonesia.

Dengan luas wilayah In-
donesia yang terdiri atas 70 
persen laut dan populasi 
nelayan kecil yang mendomi-
nasi sektor perikanan tang-
kap laut, Susan menyebut 
peran nelayan kecil sangat 
strategis. Mereka memasok 
sumber daya perikanan laut 
yang dimulai dari desa-desa 
pesisir. 

Dalam konteks ini, lanjut 
Susan, kondisi laut yang se-
hat dan dapat diakses (tidak 
diprivatisasi) berperan pen-
ting sebagai sumber pangan 
strategis yang menghidupi 
nelayan kecil sehingga me-
reka dapat memenuhi kebu-
tuhan pangan, khususnya 
protein hewani yang dibu-
tuhkan bangsa.

“Nelayan kecil sangat ber-
gantung kepada laut yang 
sehat dan bisa diakses un-
tuk memastikan ketahanan 
pangan dari sektor perika-
nan tangkap laut yang pada 
ujungnya dapat menciptakan 

perkuat rantai pasok nikel 
nasional, sekaligus memas-
tikan pengelolaan sumber 
daya alam dilakukan secara 
bertanggung jawab, trans-
paran, dan berkelanjutan.

Aktivitas produksi dan 
penjualan bijih nikel (ore) 
yang dilakukan di wilayah 
Kabupaten Morowali tidak 
hanya menopang agenda 
industrialisasi nasional, teta-
pi juga menjadi penggerak 
kontribusi ekonomi daerah. 

Langkah ini mempertegas 
komitmen PT Vale untuk 
tumbuh dan berkembang 
bersama masyarakat, khu-
susnya di 13 desa binaan 
yang berada di Kecamatan 
Bahodopi dan Bungku Ti-
mur.

Seluruh kegiatan operasi-
onal PT Vale dijalankan den-
gan mengedepankan prinsip 
tata kelola yang baik (good 
governance) dan kepatuhan 
terhadap seluruh ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. 

Sebagai pemegang Izin 
Usaha Pertambangan Khu-
sus (IUPK), PT Vale senan-
tiasa memenuhi kewaji-
bannya dengan melakukan 
pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP), 
royalti dan pajak-pajak lain-
nya sebagai kontribusi ter-
hadap penerimaan negara. 

Melalui mekanisme re-
venue sharing yang diatur 
pemerintah pusat, sebagian 
pendapatan tersebut dia-
lokasikan kembali kepada 
daerah penghasil, termasuk 
Pemerintah Kabupaten Mo-
rowali, dalam bentuk Dana 
Bagi Hasil (DBH) sektor 
pertambangan mineral.

Kontribusi PT Vale ter-
hadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten 
Morowali sejak tahun 2023 
hingga September 2025 telah 
mencapai Rp43 miliar. Tren 
ini meningkat sejak penju-
alan bijih nikel dari Kabupa-
ten Morowali pada semester 
II tahun 2025 dimana royalti 

yang telah dibayarkan oleh 
PT Vale kepada Pemerintah 
Republik Indonesia adalah 
sebesar Rp84 miliar, yang 
tentunya pendapatan ini di-
harapkan terus meningkat. 

Hal ini mencerminkan 
fungsi dan peran langsung 
proyek strategis PT Vale 
dalam memperkuat ponda-
si fiskal daerah, sekaligus 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi masyarakat setem-
pat.

“Kami memahami dan 
menghargai kekhawatiran 
masyarakat Bahomotefe ter-
kait fee bagi hasil penjualan 
ore. Berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku, ter-
masuk Undang-undang Mi-
neral dan Batubara, PT Vale 
sebagai pemegang IUPK, 
memiliki kewajiban untuk 
melakukan pembayaran 
bagi hasil dari keuntun-
gan bersih perusahaan tiap 
tahunnya. Adapun pemba-
yaran bagi hasil tersebut se-
lanjutnya dilakukan kepada 
Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah Daerah sesuai dengan 
persentase yang telah diatur 
berdasarkan Peraturan,” je-
las Head of Bahodopi Project 
IGP Morowali, Wafir dalam 

keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Kamis 
(16/10/2025).

“Setiap ton ore yang di-
produksi dan dijual di wila-
yah Morowali bukan hanya 
mencerminkan keberlangs-
ungan bisnis perusahaan, 
tetapi juga menjadi bagian 
dari kontribusi nyata bagi 
peningkatan pendapatan 
daerah, kami memastikan 
agar manfaat ekonomi dari 
kehadiran proyek ini be-
nar-benar dirasakan oleh 
masyarakat dan Pemerin-
tah Kabupaten Morowali,” 
ujarnya menambahkan.

Selain kontribusi fiskal, 
PT Vale juga berkomitmen 
untuk memastikan manfaat 
ekonomi proyek dirasakan 
secara nyata oleh masyara-
kat melalui berbagai pro-
gram pemberdayaan dan 
pembangunan sosial den-
gan terus memperkuat Pro-
gram Pengembangan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
(PPM) yang dijalankan se-
laras dengan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Morowali. 

Program ini mencakup 
dukungan pendidikan, 
kesehatan, pelatihan kete-

rampilan, pengembangan 
ekonomi lokal dan pemban-
gunan infrastruktur desa di 
wilayah lingkar tambang 
termasuk Desa Bahomotefe. 
Tercatat sejak tahun 2015 
hingga Kuartal IV 2025, PT 
Vale telah menggelontorkan 
dana PPM mencapai sebesar 
Rp. 70 miliar yang tersebar 
di seluruh desa-desa binaan 
sebagai bukti komitmen 
investasi sosialnya.

“Keberhasilan industri 
pertambangan tidak hanya 
diukur dari hasil produksi, 
tetapi dari sejauh mana ke-
hadirannya mampu mem-
buka peluang dan meng-
hadirkan perubahan positif 
bagi masyarakat sekitar,” 
tegas Wafir.

Dengan semangat kola-
borasi dan keberlanjutan, 
PT Vale senantiasa berko-
mitmen untuk terus mem-
perkuat kemitraan dengan 
seluruh pemangku kepen-
tingan, memastikan bahwa 
setiap langkah pemban-
gunan sejalan dengan tu-
juan nasional dalam me-
wujudkan hilirisasi nikel 
yang berdaya saing dan 
berdampak bagi kesejahter-
aan masyarakat Morowali 
dan Indonesia. RHT

Nelayan Kecil Bergantung pada 
Laut yang Sehat dan Berkeadilan

kedaulatan pangan perika-
nan laut,” ujar Susan.

Susan menyebut tantan-
gan terbesar yang dihadapi 
nelayan kecil dan tradisional 
dalam menjaga ketersediaan 
pangan laut terbagi dalam 
tiga konteks utama yang 
saling berhubungan. 

Pertama, kondisi kesehatan 
ekosistem laut (terumbu ka-

rang, mangrove, dan lamun) 
serta perubahan iklim. Kedua, 
ekspansi industri eksploitatif 
dan ekstraktif seperti indus-
tri perikanan skala besar 
dan pertambangan. Ketiga, 
ekspansi industri di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil 
seperti industri pariwisata, 
konservasi, serta infrastruk-
tur seperti reklamasi. ROL
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juga rookie di kelas AP250 
langsung gaspol maksimal. 
Race 1 dijalani dengan mu-
lus hingga jadi yang terbaik, 
Candra Hermawan merebut 
kemenangan podium 1 dan 
Muhammad Fadhil Musyavi 
podium 3.

Ini merupakan kali ketiga 
Candra Hermawan menda-
patkan podium di ARRC 
musim ini, setelah sukses 
menyabet podium 2 di seri 
1 Buriram Thailand dan 
podium 3 di seri 3 Motegi 
Jepang. 

Istimewa bagi Muham-
mad Fadhil Musyavi yang 
baru resmi jadi bagian dari 
tim Yamaha Racing Indo-
nesia mulai seri Sepang ini 
setelah sebelumnya jadi ri-

der pengganti di Motegi dan 
berstatus rider wild card di 
Mandalika.

Pada race 2 round Sepang 
ini, posisi 4 diambil Candra 
Hendrawan sekaligus me-
nambah poin menjadi 

97 poin yang turut mem-
buatnya naik ke peringkat 
6 dari sebelumnya nomor 
9. Sedangkan Muhammad 
Fadhil Musyavi finish di 
urutan 12 race 2 dan semen-
tara berada di tempat ke-16 
klasemen mengumpulkan 
25 poin.

Hasil berbeda diraih rider 
Yamaha Racing Indonesia, 
Wahyu Nugroho dan M 
Faerozi di kelas SS600. 

Race 1 dilalui tanpa poin 
buat Wahyu Nugroho yang 

tidak menyelesaikan bala-
pan akibat ban depan  motor 
kehilangan grip. 

Rekan setimnya, M Fae-
rozi masuk 10 besar den-
gan finish ke-8. Perbaikan 
dilakukan pada race 2 di-
mana Wahyu Nugroho dan 
M Faerozi masing-masing 
berada di urutan 4 dan 5. 
Di klasemen sementara, 
Wahyu Nugroho ada di 
peringkat 4 mengumpulkan 
108 poin, M Faerozi nomor 
12 mengantongi 63 poin.

”Upaya mempertahankan 
konsistensi perolehan po-
dium terwujud di round 
Sepang ini, melanjutkan 

pencapaian di Mandalika. 
Bahkan dua seri beruntun 
ini kami mampu meraih 

double podium 
bergantian di kelas SS600 

dan AP250. Rentetan pres-
tasi ini terealisasi berkat 
kerjasama yang solid dari 
pembalap dan tim. Masih 
tersisa satu seri lagi yang 
akan segera menutup ARRC 
musim ini, kami 

harapkan menghasilkan 
podium lagi dan memenuhi 
target akhir,” ungkap Wa-
hyu Rusmayadi, Manager 
Motorsport PT. Yamaha 
Indonesia Motor Manufac-
turing.

Empat rider Yamaha Ra-
cing Indonesia telah be-
rusaha semaksimal mung-
kin di Sepang dan bertekad  
membenahi performa buat 
seri pamungkas nanti. *HJ

Pelaksanaan seminar ini 
bertujuan untuk mengi-
dentifikasi tantangan yang 
dihadapi dalam implemen-
tasi Perda No. 10 tahun 2023, 
serta menggali peluang da-
lam pemenuhan hak-hak 
disabilitas.

Terdapat 4 orang Nara-
sumber pada acara tersebut, 
yakni Anggota DPRD Kota 
Palu Mutmainah Korona, 
Kadis Sosial Kota Palu Su-
sik, akademisi Dr Wildani 
Pingkan Suripurna Ham-
zens, dan Ketua Forum 
Madamba Rara Kota Palu, 
Sultan.

Dalam pemaparan mate-

rinya, Mutmainah Korona 
menegaskan terkait penting-
nya ketersediaan data terpi-
lah penyandang disabilitas 
di Kota Palu sebagai dasar 
perencanaan kebijakan yang 
inklusif. 

Nantinya data tersebut, 
harus memuat kategori disa-
bilitas berdasarkan kelom-
pok usia, mulai dari anak 
usia sekolah, usia produktif, 
hingga lanjut usia, serta jenis 
disabilitas yang dialami.

“Perspektif tentang pe-
nyandang disabilitas juga 
harus jelas. Kehadiran pe-
merintah tidak cukup hanya 
sebatas regulasi, tapi juga 

harus disertai alokasi ang-
garan untuk implementasi 
mandat Perda No. 10 Tahun 
2023 tentang Penyandang 
Disabilitas,” ujar Mutmai-
nah 

Ia menilai, perda terse-
but perlu dijadikan dasar 
hukum bagi penyelengga-
raan Musrenbang Inklusi 
sebagai ruang partisipasi 
bagi penyandang disabilitas 
dalam proses perencanaan 
pembangunan. Mutmainah 
juga menyoroti pentingnya 
aksesibilitas infrastruktur 
publik yang ramah disa-
bilitas, baik dari segi fisik 
maupun pelayanan.

Sementara itu, akademisi 
Dr Wildani Pingkan Suri-
purna Hamzens menga-
takan, salah satu upaya 
mengiplementasilan perda 
10 Tahun 2023 tentang Pe-
laksanaan penghormatan, 
perlindungan dan pemenu-
han hak penyandang disa-
bilitas diantaranya pemben-
tukan Forum Kota inklusif 
Palu lintas sektor.

Usai seminar, acara  yang 
mendapat dukungan dari 
Sasakawa Peace Foundation 
dan Kopernik ini, dilanjut-
kan dengan pelaksanaan 
FGD bersama seluruh pe-
serta yang hadir. *WAN

“Bapak ibu guru tolong 
berikan jadwal mereka un-
tuk menyampaikan materi 
dan penyuluhan ke teman-
temannya,” imbuhnya agar 
informasi yang didapat 
tidak disimpan sendiri.

Materi edukasi HIV/
AIDS yang komprehensif 
dan menjangkau pelajar, 
juga diharapkan menjadi 
panduan efektif dalam 
upaya penanggulangan 
penyakit menular ini.

“Tolong KPA (Komisi 
Penanggulangan AIDS) 

b e r i k a n  m a t e r i  y a n g 
terstandar supaya bisa 
disebarkan lagi ke teman-
temannya,” titipnya ke 
pengurus KPA Provinsi 
Sulteng.

Tak lupa wagub men-
gingatkan pelajar bahwa 
dalam pergaulan dengan 
lawan jenis ada batas-
batasnya, yang bertuju-
an menjaga dan meng-
hindarkan mereka dari 
bahaya, termasuk penyakit 
AIDS yang mematikan.

“Bergaul boleh tapi in-

gat, ada batasnya,” tegas-
nya sebagai langkah an-
tisipatif mencegah HIV/
AIDS akibat maraknya 
pergaulan bebas di kalan-
gan remaja.

KPAP selaku panitia 
acara mengundang perwa-
kilan pelajar dan guru pen-
damping dari 13 sekolah di 
kota Palu.

Turut hadir Plt Kadis 
Kesehatan Sulteng Wayan 
Apriani, SKM., M.Epid dan 
Sekretaris KPAP Sulteng 
Bambang Suwandi. *WAN 

penelitiannya, tetapi juga 
memancarkan kebanggaan 
tersendiri saat didampingi 
istri dan anak tercintanya 
di ruang sidang terbuka. 
Dengan penuh keyakinan, 
Hendrawan mempresen-
tasikan disertasi berjudul 
“Organizational Capabi-
lities Aparatur Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) 
dalam Pelaksanaan Audit 
Keuangan di Provinsi Su-
lawesi Selatan.”

Topik ini menyoroti 
pentingnya independensi 
lembaga pengawasan in-
ternal pemerintah agar pe-
laksanaan audit keuangan 
berlangsung profesional, 
objektif, dan bebas dari 
intervensi pihak luar.

“Yang saya angkat ter-
kait kewenangan APIP, 
jadi pada saat kita me-
laksanakan tugas, tidak ada 
intervensi,” ujarnya tegas.

Menurut Hendrawan, in-
tervensi dari kepala daerah 
maupun instansi lain se-
ring kali menjadi tantangan 
dalam menjaga objektivitas 
hasil audit. “Hasilnya pun 
lebih maksimal, tentunya 
tidak ada gangguan dari 
manapun,” tambahnya.

D i s e r t a s i  t e r s e b u t 
mendapat apresiasi tinggi 
dari jajaran dewan penguji, 
yang memberikan penilai-
an “Sangat Memuaskan.” 
Ujian promosi doktor di-
pimpin oleh Ketua Sidang 
Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., 

M.Si, didampingi sejumlah 
profesor terkemuka seperti 
Prof. Dr. H. Muh. Akmal 
Ibrahim, M.Si., Prof. Dr. Hj. 
Andi Aslinda, M.Si., dan 
Prof. Dr. Farida Patittingi, 
S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, 
Prof. Sukri menyampaikan 
rasa bangga atas penca-
paian tersebut.

“Alhamdulillah, kini 
Polri memiliki satu lagi 
perwira bergelar doktor. 
Ini adalah hasil perjuan-
gan panjang dan seman-
gat belajar yang luar bi-
asa,” ujarnya. Ia berharap, 
capaian ini dapat menjadi 
inspirasi bagi para per-
wira Polri lainnya untuk 
terus mengembangkan 
diri melalui pendidikan 
tinggi.

Perjalanan akademik 
Hendrawan bukan tanpa 
tantangan. Ditengah kesi-
bukannya sebagai Kapolres 
Parigi Moutong, ia tetap 
konsisten menuntaskan 
studi doktoralnya di Un-
has. Semangat belajarnya 
berpadu dengan komitmen 
untuk memperkuat tata 
kelola pemerintahan yang 
bersih dan berintegritas, 
terutama dalam bidang 
pengawasan publik.

Latar belakang risetn-
ya pun tidak lepas dari 
pengalaman panjangnya 
di dunia kepolisian. Saat 
menjabat sebagai Kasub-
dit 3 Ditreskrimsus Polda 

Sulsel, ia menemukan ada-
nya intervensi yang kerap 
memengaruhi objektivitas 
auditor internal pemerin-
tah. Dari sanalah muncul 
gagasan besar untuk me-
neliti dan memperkuat 
peran APIP agar lebih in-
dependen.

“Ke depan, mudah-mu-
dahan hasil riset ini bisa 
menjadi acuan bagi lem-
baga pengawasan untuk 
lebih berdaya dan bebas 
dari tekanan,” tuturnya 
penuh harap.

AKBP Dr. Hendrawan 
Agustian Nugraha, lahir 
di Subang pada 17 Agustus 
1985, adalah alumnus Aka-
demi Kepolisian (2006), 
PTIK (2013), dan SESKO 
AD (2022). Ia juga menyele-
saikan Magister Hukum di 
Universitas Pakuan (2018) 
sebelum menapaki jenjang 
doktoral di Unhas.

Dengan masa dinas lebih 
dari 18 tahun, Hendrawan 
pernah mengemban berba-
gai posisi strategis, antara 
lain Kasat Reskrim Polresta 
Bogor Kota, Kapolsek Sin-
dangbarang Polres Cianjur, 
hingga Kasubdit 3 Ditres-
krimsus Polda Sulsel.

Selain itu, ia juga telah 
menerima berbagai tanda 
kehormatan, di antaranya 
Satyalancana Pengabdian 
8 Tahun, 16 Tahun, dan 
Dharma Nusa, sebagai 
bukti dedikasi dan loyali-
tasnya terhadap negara. */AJI
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 Tahun ini, kegiatan show-
casing menghadirkan 31 
UMKM unggulan dari ber-
bagai kabupaten dan kota 
di Sulawesi Tengah yang 
menampilkan beragam pro-
duk kreatif dan inovatif 
hasil karya pelaku usaha 
binaan Bank Indonesia. Jum-
lah tersebut merupakan 
bagian dari 122 UMKM 
binaan KPwBI Sulawesi 
Tengah yang tersebar di 
tujuh kabupaten/kota dan 
telah mendapatkan berba-
gai bentuk pendampingan, 
termasuk peningkatan kapa-
sitas, digitalisasi, serta akses 
ke lembaga keuangan.

Melalui penyelenggaraan 
Karya Kreatif Sulawesi 
Tengah 2025, Bank Indone-
sia menegaskan komitmenn-
ya untuk terus memperkuat 
peran UMKM sebagai motor 
penggerak ekonomi daerah, 
dengan mendorong inovasi, 
digitalisasi, dan keberlanju-
tan usaha. 

Sementara  itu, Gubernur 
Sulteng Anwar Hafid men-

yampaikan apresiasi tinggi 
kepada Bank Indonesia atas 
konsistensinya dalam mem-
bina, mengkurasi, dan mem-
fasilitasi pengembangan 
UMKM Sulawesi Tengah. Ia 
menilai, berbagai program 
Bank Indonesia seperti in-
kubasi bisnis, pendampin-
gan usaha, dan perluasan 
akses pasar telah memberi-
kan dampak nyata bagi per-
tumbuhan ekonomi daerah.

“Atas nama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
saya menyampaikan apre-
siasi dan penghargaan ke-
pada Bank Indonesia yang 
terus mendorong kemajuan 
UMKM. Program pembin-
aan dan peningkatan kapa-
sitas pelaku usaha adalah 
kontribusi nyata bagi eko-
nomi rakyat,”ujarnya.

Sebagai bentuk keber-
pihakan terhadap sektor 
ekonomi rakyat, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
menargetkan melahirkan 
20.000 wirausaha baru se-
lama periode RPJMD 2025–

2029. Langkah ini, terang 
Gubernur Anwar Hafid, 
menjadi bagian dari strategi 
membangun ekonomi tang-
guh dan berkelanjutan.

“UMKM yang tumbuh 
kuat berarti ketahanan eko-
nomi kita semakin kokoh. 
Pemerintah akan terus men-
dorong agar UMKM Sula-
wesi Tengah naik kelas dan 
menjadi tulang punggung 
ekonomi rakyat,”ujarnya.

Ia juga memberi apresi-
asi khusus atas upaya Bank 
Indonesia dalam melestari-
kan dan mempromosikan 
Batik Bomba sekaligus eko-
nomi kreatif khas Sulawesi 
Tengah di berbagai ajang 
nasional dan internasional. 

Menurutnya, KKST 2025 
bukan hanya pameran pro-
duk, melainkan wadah si-
nergi antara pemerintah, 
lembaga keuangan, dan 
pelaku usaha. 

“Inilah jalan menuju ke-
tangguhan ekonomi Sulawe-
si Tengah, ekonomi rakyat 
yang kokoh, kreatif, dan ber-

daya saing global,”ucapnya 
penuh semangat.

Acara pembukaan ber-
langsung meriah dengan 
prosesi pemukulan gimba 
sebagai tanda dimulainya 
KKST 2025, yang akan ber-
langsung hingga 19 Oktober 
2025. 

Adapun rangkaian kegi-
atan KKST 2025 dikemas se-
cara inspiratif dan edukatif 
melalui berbagai agenda me-
narik, di antaranya Fashion 
Show karya desainer binaan 
KPwBI Sulawesi Tengah, 
Seminar UMKM Ekspor 
dan Perluasan Digitalisasi di 
Kawasan Timur Indonesia, 
Talkshow Akselerasi Keuan-
gan Digital Workshop Arti-
ficial Intelligence (Al) untuk 
pengembangan kapasitas 
pelaku usaha, Talkshow 
Pengembangan Kopi dan 
Pariwisata dalam rangka 
Sulteng Coffee Fest 2025, 
Business Matching antara 
UMKM dan lembaga keuan-
gan, serta kegiatan Fun Run 
5K. *WAN 

SULTENG RAYA  — Dalam rangka mem-
peringati Hari Kopi Sedunia, Hari Vegetari-

an Sedunia, serta Hari Jadi ke-356 Provinsi 
Sulawesi Selatan, ratusan pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut 
ambil bagian dalam Sulsel UMKM Expo 

2025 yang berlangsung pada 15–19 Oktober 
di Monumen Mandala, Makassar.

Mengusung tema “Sulsel 
UMKM Expo 2025 Maju dan 
Berkarakter”, kegiatan ini 
menjadi wadah kolaboratif 
antara pelaku UMKM, ko-
munitas, dan dunia usaha 
untuk menampilkan produk 
lokal unggulan, memper-
luas jejaring bisnis, serta 
membuka akses pasar yang 
lebih luas.

Sebagai wujud komit-
men dalam mendukung 
kemandirian ekonomi ma-
syarakat, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi 
turut berpartisipasi dengan 
menghadirkan sejumlah 
UMKM binaan unggulan, di 
antaranya Darmawati, men-
yajikan kuliner khas berupa 
bakso bakar dan sosis bakar. 
Kemudian ada 

Sri Wahyuni yang  me-
nawarkan minuman segar 
berbahan dasar markisa, 
hasil olahan buah lokal Su-
lawesi Selatan, serta  Indah 
yang memperkenalkan pro-
duk jahe merah instan serta 
berbagai olahan minuman 
lainnya.

Selain menghadirkan 
UMKM binaan, Pertamina 
Patra Niaga Sulawesi juga 
membuka booth layanan 
publik dan promosi, meli-
puti Program Tukar Tabung 
LPG: Penukaran dua tabung 
LPG 3 Kg menjadi satu ta-
bung LPG Bright Gas 5,5 
Kg, ini sebagai bagian dari 
edukasi masyarakat untuk 
beralih ke LPG nonsubsidi 
yang lebih aman, efisien, 
dan ramah lingkungan.

Selanjutnya Gratis ongkir 
delivery untuk pembelian 
Refill Bright Gas 5,5 Kg dan 
12 Kg on the spot, Akti-
vasi Aplikasi MyPertamina: 
Memberikan kemudahan 
transaksi digital serta ber-
bagai promo menarik bagi 
masyarakat. Serta ada booth 
gratis refill Bright Gas untuk 
seluruh tenant makanan di 
Sulsel UMKM Expo 2025, 
sebagai bentuk dukun-
gan langsung agar pelaku 
UMKM dapat lebih mudah 
mengakses bahan bakar 
yang aman dan berkualitas 
dalam mengembangkan 
usahanya.

Kehadiran booth ini men-
jadi daya tarik tersendiri 
bagi pengunjung expo, se-
kaligus menjadi sarana edu-
kasi mengenai produk dan 
layanan Pertamina. Salah 
satu mitra binaan, Indah, 
menyampaikan apresiasi-
nya.

“Saya adalah mitra binaan 
Pertamina dengan produk 
utama jahe merah instan. 
Sejak mengikuti UMK Aka-
demi Pertamina tahun 2022, 
banyak perubahan positif 
yang saya rasakan. Usaha 

saya kini lebih terarah, mu-
lai dari pembukuan hingga 
penentuan target pasar. Al-
hamdulillah, melalui event 
ini, produk kami semakin 
dikenal. Harapan kami, se-
moga Pertamina terus men-
dampingi kami, terutama 
dalam hal peralatan pro-
duksi yang masih manual. 
Terima kasih Pertamina, 
sukses selalu.” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gu-
bernur Sulawesi Selatan, 
Andi Sudirman Sulaiman, 
menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh pihak yang 
telah berkontribusi dalam 
penyelenggaraan expo.

“Kami sangat mengapre-
siasi seluruh perusahaan, 
komunitas, dan pelaku 
UMKM yang terlibat da-
lam Sulsel UMKM Expo 
2025. Kegiatan ini menjadi 
bukti nyata kolaborasi lintas 
sektor dalam memajukan 
perekonomian daerah dan 
memperkuat karakter pro-
duk lokal Sulawesi Selatan,”

Katanya.
Gubernur juga mengim-

bau masyarakat yang mam-
pu untuk beralih dari LPG 3 
Kg ke LPG nonsubsidi.

PERTAMINA PATRA NIAGA SULAWESI 

Dukung Pertumbuhan UMKM
di Ajang Sulsel UMKM Expo 2025

“Kami mengajak masy-
arakat yang mampu agar 
menggunakan LPG non-
subsidi seperti Bright Gas. 
Langkah ini penting agar 
subsidi LPG 3 Kg tepat 
sasaran dan benar-benar 

dinikmati oleh masyara-
kat yang berhak,” imbau 
gubernur.

Melalui dukungan ber-
kelanjutan dari Pertamina 
Patra Niaga Sulawesi, 
diharapkan para pelaku 

UMKM binaan dapat te-
rus berkembang menjadi 
wirausaha tangguh, ber-
daya saing tinggi, serta 
mampu menembus pasar 
nasional hingga internasi-
onal. *WAN

KEGIATAN Sulsel UMKM Expo 2025 di Monumen Mandala, Makassar. FOTO: DOK. PERTAMINA
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Pertemuan tersebut turut 
dihadiri oleh Kepala Di-
nas Kesehatan Kota Palu, 
dr. Rochmat Jasin, Kepala 
Badan Pengelolaan Keu-
angan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kota Palu, Romy 
Sandi Agung, serta sejumlah 
pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, 
Analis Kebijakan Muda 
Sekretariat Dukungan Kabi-
net, Kementerian Sekretariat 
Negara RI, Ririn Yanwar 
Megawati, menyampaikan 

bahwa kunjungan pihaknya 
bersama Tim BGN ke Peme-
rintah Kota Palu merupakan 
agenda monitoring pelaksa-
naan program Makanan Ber-
gizi (MBG), bukan evaluasi.

“Tujuan kami ke sini un-
tuk memastikan implemen-
tasi petunjuk teknis (juknis) 
terbaru pasca kejadian luar 
biasa (KLB) keracunan ke-
marin sudah diterapkan 
oleh daerah. Jadi kami ingin 
memastikan bahwa penye-
diaan, pengolahan, hingga 

SULTENG RAYA – Pres-
tasi membanggakan kembali 
diraih oleh mahasiswa Uni-
versitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu. Kali ini 
datang dari Program Studi 
(Prodi) Ilmu Keolahragaan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP). Mahasis-
wa bernama Jeri Molida ber-
hasil meraih Medali Emas 
pada ajang Invitasi Renang 
Pelajar Sulawesi Tengah 
“Short Course” dilaksana-
kan pada 6–7 September 
2025 di Kolam 3D Tipo, 
Kota Palu.

Dekan FKIP Unismuh 
Palu, Dr. Ernitasari Mulyadi, 
Bach. BP., M.Pd, menyam-
but gembira kabar prestasi 

tersebut. Ia menilai capaian 
Jeri Molida menjadi buk-
ti jika  mahasiswa Ilmu 
Keolahragaan Unismuh 
Palu memiliki potensi besar 
untuk berprestasi di tingkat 
daerah maupun nasional.

“Ini sebuah prestasi yang 
patut disyukuri dan diapre-
siasi. Namun yang tidak 
kalah penting, Jeri jangan 
pernah cepat merasa ber-
puas diri atas prestasinya. 
Teruslah mengasah kemam-
puan agar semakin matang 
di bidang olahraga,” ujar 
Dekan FKIP itu, Kamis 
(16/10/2025).

Sementara itu, Kaprodi 
Ilmu Keolahragaan FKIP 
Unismuh Palu, Erwin Zai-

MAHASISWA FKIP Unismuh Palu, Jeri Molida (kanan) foto bersa-
ma Kaprodi Ilmu Keolahragaan FKIP Unismuh Palu, Erwin Zainud-
din, S.Pd., M.Pd usai meraih medali emas pada pada ajang Invita-
si Renang Pelajar Sulawesi Tengah “Short Course” dilaksanakan 
pada 6–7 September 2025 di Kolam 3D Tipo, Kota Palu. FOTO: 
DOK FKIP UNISMUH PALU

Mahasiswa FKIP Unismuh Palu Raih 
Emas di Invitasi Renang Pelajar Sulteng

nuddin, S.Pd., M.Pd, men-
jelaskan bahwa kejuaraan 
tersebut merupakan ajang 
perdana yang diikuti oleh 
Jeri. Menariknya, katego-
ri lomba yang diikuti Jeri 
adalah kelas mahasiswa 
pemula, yakni bagi peserta 
yang belum pernah mengi-
kuti kejuaraan sebelumnya.

“Ada beberapa kelas 
dalam kejuaraan itu, salah 
satunya kelas mahasiswa. 
Kelas ini dikhususkan bagi 
mereka yang belum pernah 
mengikuti ajang kompetisi 
sebelumnya, dan alham-
dulillah, mahasiswa kami 
berhasil unggul di kelas 
tersebut,” ungkap Erwin.

Atas prestasi tersebut, 
pihak prodi memberikan 
apresiasi akademik kepada 
Jeri Molida. Mata kuliah 
Renang yang menjadi ba-
gian dari kurikulum Prodi 
Ilmu Keolahragaan secara 
resmi dikoversi, sehingga 
Jeri tidak perlu lagi mengi-
kuti perkuliahan untuk mata 
kuliah tersebut.

Kebijakan konversi nilai 
ini, lanjut Erwin, bukan 
hanya diberikan kepada Jeri 
Molida semata, tetapi berla-
ku bagi seluruh mahasiswa 
yang mampu menorehkan 
prestasi di bidang olahraga.

“Berlaku untuk semua 
mahasiswa yang berpresta-
si. Siapa pun yang berhasil 
meraih medali baik emas, 
perak, maupun perunggu 
di cabang olahraga apa pun, 
maka prestasinya akan kami 
konversi ke mata kuliah 
yang relevan,” jelas Erwin.

Ia menambahkan, langkah 
tersebut bukan hanya seba-
gai bentuk penghargaan, 
tetapi juga motivasi bagi 
mahasiswa lainnya agar 
terus berusaha menorehkan 
prestasi.

“Kami berharap kebijakan 
ini bisa menjadi pemicu se-
mangat bagi mahasiswa lain 
untuk ikut berkompetisi dan 
mengharumkan nama fakul-
tas maupun universitas,” 
tambahnya. ENG

PERTEMUAN bersama Tim SPPG BGN yang dipimpin Sekda Palu Irmayanti, Rabu (15/10/2025). FOTO PPID KOMINFO PALU

BGN Cek Juklak, Pasca 
Keracunan Makanan

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu diwakili 
oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti 
Pettalolo, melakukan pertemuan bersama 
Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN), pada 
Rabu (15/10/2025) di ruang kerja Sekda Kota 
Palu.

pendistribusian MBG di 
Kota Palu telah sesuai den-
gan standar yang diatur 
dalam juknis dan SOP ter-
baru,” ujar Ririn.

Ia menambahkan, kun-
jungan ini juga menjadi 
momentum untuk mengi-
dentifi kasi kebutuhan serta 
dukungan lintas sektor agar 
pelaksanaan program MBG 
dapat berjalan lebih optimal 
dan berkelanjutan di daerah.

Ririn menjelaskan bahwa 
sebagian Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
di Kota Palu sudah mulai 
menerapkan SOP terbaru 
dan mengajukan dokumen 
Surat Laik Higiene Sanitasi 
(SLHS) melalui Dinas Pe-
nanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP). 

Namun, masih ada bebe-
rapa SPPG yang belum men-

gajukan dokumen tersebut. 
“Sehingga Dinas Kesehatan 
meminta bantuan dari Ke-
pala Kantor Pelayanan Pe-
menuhan Gizi (KPPG) untuk 
bersurat kepada dinas kese-
hatan untuk mengeluarkan 
SLHS bagi seluruh SPPG,” 
jelasnya.

Sementara itu, lanjut Ri-
rin, Dinas Pertanian Kota 
Palu juga berkomitmen 
memastikan ketersediaan 
pasokan bahan makanan 
dan sayur-mayur agar kebu-
tuhan gizi masyarakat tetap 
terpenuhi dan pelaksanaan 
MBG tidak terkendala ma-
salah stok.

P e r t e m u a n  t e r s e b u t 
diakhiri dengan komitmen 
bersama untuk terus mem-
perkuat koordinasi dan pe-
mantauan pelaksanaan juk-
nis terbaru MBG di seluruh 
wilayah Kota Palu.ABS

Tantangan tersebut disampaikan langsung oleh Ke-
tua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Irwan Akib, S.Pd., 

M.Pd., Ph.D, bersama Anggota Majelis Diklitbang PP 
Muhammadiyah, Prof. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D, 

saat keduanya menghadiri peluncuran Fakultas 
Kedokteran Unismuh Palu, Senin (13/10/2025).

Dalam sambutannya, Prof. Irwan Akib 
menyampaikan keyakinannya bahwa Unismuh 
Palu memiliki potensi besar untuk mencapai 
status akreditasi unggul. Menurutnya, se-
mangat dan daya juang sivitas akademika 
kampus biru itu menjadi modal penting 
dalam peningkatan mutu kelembagaan dan 
tata kelola universitas.

“Potensi Unismuh Palu mencapai ung-
gul itu ada. Saya melihat semangat 
sivitas akademikanya sangat ting-

gi. Sekarang sudah ada dua 
program studi yang 
terakreditasi Ung-
gul, yaitu Prodi 
Pendidikan Ag-
ama Islam (PAI) 
S1 dan Program 
Studi Kesehatan 
M a s y a r a k a t 
(Kesmas)  S2 . 
Jadi ,  langkah 
menuju unggul 
t inggal  men-
unggu waktu,” 
ujar Prof. Irwan 

KETUA PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Irwan Akib, 
S.Pd., M.Pd., Ph.D saat menyampaikan sambutan 
pada peluncuran Fakultas Kedokteran Unismuh Palu, 
Senin (13/10/2025). FOTO: HUMAS

PP Muhammadiyah Tantang Unismuh Palu 
Raih Akreditasi “Unggul” Tahun Depan

SULTENG RAYA- Pimpinan Pusat (PP) 
Muhammadiyah memberikan tantangan 
besar kepada Universitas Muhammadiyah 

(Unismuh) Palu untuk meraih akreditasi 
institusi “Unggul” pada tahun depan.

Tantangan tersebut disampaikan langsung oleh Ke-
tua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Irwan Akib, S.Pd., 

M.Pd., Ph.D, bersama Anggota Majelis Diklitbang PP 
Muhammadiyah, Prof. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D, 

saat keduanya menghadiri peluncuran Fakultas 
Kedokteran Unismuh Palu, Senin (13/10/2025).

Dalam sambutannya, Prof. Irwan Akib 
menyampaikan keyakinannya bahwa Unismuh 
Palu memiliki potensi besar untuk mencapai 
status akreditasi unggul. Menurutnya, se-
mangat dan daya juang sivitas akademika 
kampus biru itu menjadi modal penting 
dalam peningkatan mutu kelembagaan dan 

“Potensi Unismuh Palu mencapai ung-
gul itu ada. Saya melihat semangat 
sivitas akademikanya sangat ting-

gi. Sekarang sudah ada dua 
program studi yang 

Akib.
Ia menegaskan, capaian 

akreditasi unggul bukan 
sekadar soal prestise, tetapi 
menjadi indikator konkret 
dari mutu akademik, tata 
kelola, riset, serta pengab-
dian masyarakat yang ber-
daya saing nasional bahkan 
internasional.

Senada dengan itu, Prof. 
Erwin Akib juga membe-
rikan dorongan kuat agar 
Unismuh Palu segera me-
nembus peringkat tertinggi 
dalam sistem akreditasi 
nasional. 

Ia mengungkapkan, dari 
total 163 Perguruan Ting-
gi Muhammadiyah dan 
‘Aisyiyah (PTMA) di In-
donesia, saat ini baru 16 

kampus 

yang berhasil meraih status 
“Unggul”.

“Unismuh Palu harus 
segera menyusul. Kami 
berharap Unismuh Palu 
bisa menjadi PTMA ke-17 
yang terakreditasi Unggul. 
Bahkan saya menargetkan, 
tahun depan kampus ini 
harus sudah unggul,” tegas 
Prof. Erwin Akib.

Lebih lanjut, Prof. Erwin 
menambahkan bahwa Maje-
lis Pendidikan Tinggi, Pene-
litian, dan Pengembangan 
(Diktilitbang) PP Muham-
madiyah siap membe-
rikan pendampingan 
intensif untuk mem-
p e r c e p a t 

proses peningkatan mutu 
institusi di Unismuh Palu. 
Pendampingan tersebut 
akan mencakup berbagai 
aspek, mulai dari tata kelola 
kelembagaan, sistem penja-
minan mutu internal, hingga 
peningkatan kualitas riset 
dan publikasi ilmiah.

Menurutnya, semangat 
perubahan yang sedang 
tumbuh di Unismuh Palu 
merupakan sinyal positif. 
Apalagi, dalam beberapa 

tahun terakhir universi-
tas ini menunjukkan 

perkem-

bangan signifi kan, baik dari 
sisi jumlah program studi 
terakreditasi unggul mau-
pun kehadiran Fakultas 
Kedokteran yang baru saja 
diluncurkan.

“Majelis Dikti PP Muham-
madiyah akan mendampin-
gi penuh. Kami percaya, 
dengan kerja keras dan kola-
borasi semua pihak, Unis-
muh Palu bisa mencapai 
target tersebut,” tambah 
Prof. Erwin. ENG


